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Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

J KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
| REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 12/MPP/Kep/1/1998

TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

~MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982
' tentang Wajib _Daftar Perusahaan serta untuk  kelancaran dan

peningkatan kualitas pelayanan pendzftaran  perusahaan, pemberian

informasi, promosi kegunaan  pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha

dan  masyarakat, maka tatalaksana penyelenggaraan Wigjib Daftar
Perusahaan perlu disempurnakan;

b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat,
kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha, serta
memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang  menjalankan
usahanya secara jujur  dan benar, maka peran Daftar Perusahaan
sebagai sumber informasi resmi perlu ditingkatkan;

c. bahwa Wajib Daftar Perusahaan harus dilaksanakan oleh Kantor
Pendaftaran Perusahaan (KPP), namun mengingat KPP sampai saat ini
belum terbentuk, maka sambil menunggu dibentuknya KPP sebagaimana
dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
maka perlu menunjuk Direktorat Pendaftaran Perusahaan, Kantor
Wilayah dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku
penyelenggara dan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan; '

d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan .

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  tentang Pokok-pokok
Pemerintahan  di Daerah  (Lembaran Negara RI Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
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- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3587); .

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
. Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3687);

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun
1988 tentang Usaha atau K egiatan Yang Tidak Dikenakan
Wajib Daftar Perusahaan;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun
1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;

» Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen
sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah terakhir

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 1995; '

. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 29/MPP/KEP/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/
KEP/4/1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 84/MPP/KEP/4/1996 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian
dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen
Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

114a/KMK.03/97 tentang Penatausahaan dan Pertanggung
jawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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Tanggal : 16 Januari 1998

MEMUTUSKAN:

Mencabut : 1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/Kp/I1/84 tentang
‘ Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;,

2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 285/Kp/Il/85 tentang
Pejabat Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan;

3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 288/Kp/Il/85 tentang
Hal-hal Yang Wajib Didaftarkan Khusus Bagi Perseroan

Terbatas Yang Menjual Sahamnya Dengan Perantaraan Pasar
Modal;

4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 88/Kp/V/89 tentang
Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1988

tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib
Daftar Perusahaan,

' 5\ Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/Kp/V/89 tentang
-’ Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar
Perusahaan;

6. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 193/Kp/VIII/90
tentang Perubahan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor

323/Kp/I/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar
Perusahaan;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban - pendaftaran
perusahaan untuk selanjutnya disebut UU-WDP.
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. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan yang berbentuk Perseroan
Terbatas untuk selanjutnya disebut UU-PT.

. Daftar Perusahaan adalali daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau
berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan
atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan
“oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan,

yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk
mendapatkan TDP.

_ Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor

Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya
untuk selanjutnya disebut TDP.

. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang

perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba. :

. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum
yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan

dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan
dan atau laba.

. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian
dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya menmiliki

seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan
tersebut.

10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari
perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat
bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari
perusahaan induknya.

11. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian

atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikafan atau
perjanjian.
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Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat
perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan
sesuai wewenang yang diberikan. .

Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari
kantor pusat atau cabangnya.

Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu
seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan
mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang
mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak
merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan,

[iin adalah ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang
diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk
dapat menjalankan kegiatan usahanya. .

Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah unit kerja di lingkungan Departemen

Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggare. Wajib Daftar Perusahaan baik di
Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I maupun di Daerah Tingkat II.

KPP Tingkat Pusat adalah Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan
pada Tingkat Pusat.

. KPP Tingkat I adalah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan

selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat I

KPP Tingkat II adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku
penyelenggara dan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat II.

Daerah Tingkat I adalah Propinsi atau Daerah Istimewa atau Daerah Khusus Ibukota
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Daerah Tingkat II adalah Kabupaten atau Kotamadya atau daerah yang setingkat
dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan adalah Pejabat/Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan penyelenggara WDP yang diberi wewenang oleh
UU-WDP dan telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman ~ untuk
melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang WDP, untuk
selanjutnya disebut PPNS-WDP.
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23. Pengawas WDP adalah Pegawai dilingkungan Departemen Perindustrian dan
Perdagangan yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan WDP
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap
setiap perusahaan sesuai ketentuan UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya.

24. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

BABII
KEWAJIBAN, WAKTU DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Pertama
Kewajiban Pendaftaran

Pasal 2
(1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan
usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki ijin, wajib
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. :

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk usaha :

a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa),
Perorangan.

b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba,

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus :-

Kantor tunggal.

Kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan,
Anak perusahaan.

Kantor agen.

Kantor perwakilan perusahaan,

e po o

Pasal 3

(1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV,
Firma, Perorangan dan Perusahaan Lain adalah sebagaimana tercantum’ dalam
Lampiran I Keputusan ini. ’
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(2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, maka Likuidator yang
bersangkutan wajib mendaitarkan pembubaran PT.

Pasal 4

(1) Perusahaan yang berbentuk PT yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat
melalui pasar modal, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, juga wajib mendaftarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Tanggal pernyataan pendaftaran;

b. Tanggal dan nomor ijin Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal,;
c. Harga nominal;

d. Tanggal pencatatan (listing);

e. Tanggal pencabutan pencatatan (delisting);

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pencabutan
pericatatan (delisting) wajib melaporkan kepada Kepala KPP Tingkat II di tempat
kedudukan perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya
untuk diberikan TDP baru sebagai pengganti TDP PT Tbk.

(3) Hal-hal yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Kedua
Waktu Pendaftaran

Pasal 5

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pendaftaran
dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung
sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

(2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan uééhanya terhitung sejak tanggal
memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha dari Instansi yang berwenang.

(3) Pendaftaran pendirian Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 ( tiga

puluh ) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal
penerimaar laporan. -

(4) Pendaftaran pembubaran Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar. '
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Bagian Ketiga
Pengecualian Pendaftaran

Pasal 6
(1) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari WDP;

(2) Perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah:

a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya
sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.

b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki ijin usaha atau surat keterangan
yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan
nafkah sehari-hari pemiliknya, dan

d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan,

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh
perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 7

(1) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta

tujuannnya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan
WDP, sebagai berikut :

a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang
diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha:

-Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;

Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;

Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
Jasa Sekolah Menengah; :
Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi,
Akademi, Politeknik) ;

6. JasaPendidikan Lainnya.

ARl ol M



Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan
atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha :

Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
Jasa Kursus Rumpun Jasa;

Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
Jasa Kursus Rumpun Bahasa;

Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
Jasa Kursus Rumpun Kerajinan ;
Jasa Kursus Rumpun Khusus;

Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
Jasa Kursus Rumpun Pertanian ;

10 Jasa Kursus Rumpun Tehnik ;

11. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.

Wk W=

c. Jasa Notaris
d. Jasa Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum.,

e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter yang tidak
dikelola oleh badan usaha :

1. Jasa Kesehatan Manusia;
2. Jasa Perawatan/Bidan;

3. Jasa Para Medis;

4, Jasa Kesehatan Hewan,;

f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha ;

5. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus);
6. Jasa Rumah Sakit Hewan;

g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha :

1. Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis;
2. JasaKlinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.

(2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan WDP yang belum
tercakup pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri, setelah

mendengar pertimbangan Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang
bersangkutan.
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(2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan WDP yang belum
tercakup pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri, setelah

mendengar pertimbangan Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang
bersangkutan.

BAB II1 :
KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 8

(1) Menteri berwenang menetapkan tempat kedudukan, susunan KPP, ketentuan dan
tatacara penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

(2) Menteri menunjuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai Pembina
Teknis dalam penyelenggara dan pelaksana WDP.

(3) Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri selaku penyelenggara WDP di Tingkat Pusat.

Pasal 9

Tempat kedudukan dan susunan KPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)
sebagai berikut :

a. Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri bertindak selaku KPP yang berfungsi sebagai Penyelenggara WDP di
Tingkat Pusat. -

b. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku KPP yang
berfungsi sebagai Penyelenggara WDP di Daerah Tingkat 1.

¢. Sambil menunggu pembentukan KPP Tingkat II, Kantor Departemen Perindustrian
dan Perdagangan ditunjuk selaku KPP yang berfungsi sebagai Penyelenggara dan
Pelaksana WDP di Daerah Tingkat II.
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Pasal 10
Menteri menunjuk Kepala KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut :

a. Direktur Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala KPP Tingkat Pusat, bertanggung

jawab dan wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku Kepala

KPP Tingkat I, bertanggung jawab dan wajib melaporkan secara tertulis kepada
Kepala KPP Tingkat Pusat.

‘o -

Kepala KPP Tingkat II bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Kepala
KPP Tingkat I, dalam hal KPP Tingkat II belum terbentuk, Kepala Kantor

Departemen Perindustrian dan Perdagangan wajib mela’porkan secara tertulis
kepada Kepala KPP Tingkat I.

Pasal 11

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi laporan
penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat dan rangkuman
penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan KPP Tingkat I seluruh Indonesia.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi laporan
penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat I dan rangkuman
penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢ meliputi laporan
penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II yang
mencakup pengesahan dan penerbitan TDP.

Pasal 12

(1) KPP Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai
tugas :

a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, rencana dan program di bidang
penyelenggaraan WDP dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan.

b. Mempersiapkan bahan, mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan
WDP.
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Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan WDP.

Menghimpun, mengolah dan menyajikan Daftar Perusahaan yang mencakup
seluruh wilayah Indonesia.

Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan PPNS-WDP.
Melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerjasama dengan instansi terkait.

Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan
WDP. : ,

Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan
dunia usaha.

Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi yang berasal dari Daftar

Perusahaan, dan telah disahkan oleh Kepala KPP Tingkat Pusat Pcnyelenggara
WDP Tingkat Pusat. :

Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka
memenuhi kebutuhan informasi perusahaan. »
Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) secara
berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali,

(2) Wilayah kerja KPP Tingkat Pusat meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 13

(1) KPP Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas :

a.

Mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan WDP yang dilakukan KPP
Tingkat II di wilayahnya,

Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan WDP,

Menghimpun, mengolah dan menyajikan Daftar Perusahaan untuk wilayah
kerjanya.

Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan PPNS-WDP.
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Melakukan pengawasan dan penyidikan beker;asama dengan instansi terkait.
Melakukan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakaian WDP.

Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan
dunia usaha,

Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi yang berasal dari Daftar
Perusahaan, dan telah disahkan oleh Kepala KPP Tingkat I  selaku
Penyelenggara Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat I.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka
memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.

Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setiap
bulan .

[4

(2) Wilayah kerja KPP Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh
wilayah Daerah Tingkat I setempat.

Pasal 14

(1) KPP Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ mempunyai tugas :

a.

Menerima dan mencatat formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda
pendaftaran,

Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Menolak dan mengembalikan formulir pendafiaran perusahaan yang tidak
memenuhi persyaratan,

Mengesahkan isian formulir pendaftaran perusahaan yang telah memenuhi
persyaratan.

Menerbitkan TDP.
Menghimpun dan menyajikan Daftar Perusahaan untuk wilayah ker; anya.
Membuat laporan penyelenggaraan Daftar Perusahaan dan penerbitan TDP di

wilayahnya.

9
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h. Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan PPNS-WDP.
i. Melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerjasama dengan instansi terkait.

j. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan
WDP.

k. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan
dunia usaha.

1. Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi dari Daftar Perusahaan, yang
telah disahkan oleh Kepala KPP Tingkat II selaku Penyelenggara dan Pelaksana
Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II.

m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka
memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.

n. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) setiap
bulan.

(2) Wilayah kerja KPP Tingkat II  meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II
setempat.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama
Pendaftaran Perusahaan

Pasal 15
(1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung jawab

atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II di tempat kedudukan
perusahaan,

(2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk
menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.
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Pasal 16

(1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran
Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, yang
diperoleh secara cuma-cuma dan diajukan langsung kepada Kepala KPP Tingkat II
setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :

1.

b

Asli dan copy Akta Pendirian Perseroan serta Data Akta Pendirian Perseroan
yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.

Asli dan copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada) .

Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum

Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung
jawab. .

Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang -
diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. ‘

b. Perusahaan berbentuk Koperasi :

BWON =

Asli dan copy Akta Pendirian Koperasi.
Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus.
Copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari Pejabat yang berwenang.

Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu
yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

c. Perusahaan berbentuk CV :

1.
2.
3.

Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab/Pengurus.

Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu
yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

d. Perusahaan berbentuk Fa:

1.
2.
3.

Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab/Pengurus.

Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu
yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
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e. Perusahaan berbentuk Perorangan :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).

2. Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab/Pemilik.

3. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu
yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

f. Perusahaan lain :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).

2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab Perusahaan.

3. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu
yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang,

g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat
Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan 1tu, sebagal
Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan,

2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab Perusahaan.

3. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu
yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat
Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pendaftaran Perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.

(3) Formulir Pendaftaran PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditandatangani oleh Penanggung jawab/Direktur Utama;

(4) Formulir Pendaftaran Perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, ¢, d, e, f dan g ditandatangani oleh Pengurus/Penanggung jawab
atau Pemilik.

Pasal 17

(1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan
pendaftaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II mensahkan Pendaftaran
Perusahaan dan menerbitkan TDP.
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(2) TDP diterbitkan dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada
Lampiran IV Keputusan ini, dengan ketentuan : ‘

a) PT berwarna merah muda

b) Koperasi berwarna krem

¢) CV berwama biru muda

d) Fa berwama hijau muda

e) Perorangan berwama putih

f) Perusahaan lain berwarna ungu muda,

/

' "'(3) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya \ggiil)»g}ggnbgyaﬁr_hjgya_ administrasi

~. WDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilunasi sebelum TDP
diterbitkan.

Pasal 18 .

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP ditempat yang
mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan
nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 19

~ TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan

dan wajib diperbaharuj selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya
berakhir.

Pasal 20

(1) Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan
belum benar dan atau dokumen belum lengkap,

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh
Kepala KPP Tingkat IT selamba -lambatnya 5 (iima) hari kerja, terhitung sejak
diterimanya Formulir Pendaftaran Perusahaan disertaj alasan-alasannya sesuai
contoh pada Lampiran V Keputusan ini.

3) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat

Penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan
melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan,



19

Keputusan Menteri Perindustrian dan Ferdagangan R.L.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

a) Asli dan copy Risalah/Berita Acara RUPS tentang Perubahan Pengurus

atau Akta bermeterai Risalah/Berita Acara RUPS yang dibuat oleh
Notaris. ' .

b) Asli dan copy TDP.
c) Copy bukti Penerimaan Pemberitahuan terjadinya perubahan dari
Departemen Kehakiman atau copy bukti/resi pengiriman Pos.

b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :

1. Asli dan copy Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan
terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
2. Asli dan copy TCP.

(3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 22
(1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP :

Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan.
Perubahan nama perusahaan.

Perubahan bentuk dan atau status perusahaan.

Perubahan alamat perusahaan di luar wilayah kerja KPP Tk. II
Perubahan Kegiatan Usaha Pokok.

Perubahan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar khusus untuk PT.

™o e o

(2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan
berakhirya masa laku TDP yang diubah.

(3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, Kepala
KPP Tingkat II harus menerbitkan Pengganti TDP.

(4) Perubahan di luar dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup

dilaporkan kepada Kepala KPP Tingkat II setempat dan tidak perlu dilakukan
penggantian TDP.

(5) Kepala KPP Tingkat II mensahkan perubahan dan mencatat perubahan tersebut
pada Buku Induk Perusahaan.
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(6) Perusahaan  yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap hal-hal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibat hapusnya Daftar. Perusahaan
dan batalnya TDP.

Pasal 23
(1) Pembaharuan TDP wajib dilakukan apabila masa berlaku TDP telah habis.

(2) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.
Pasal 24

(1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan
menurut ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Keputusan ini, tanpa melampirkan
persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.

(2) Péfnbaharuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 90
(sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis dengan menyertakan TDP
asli yang habis masa berlakunya.

(3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan

pembaharuan secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II harus menerbitkan
TDP.

Pasal 25

(1) Penggantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
selambat - lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan,
perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada

Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari
Kepolisian

(2) Penggantian TDP asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),
yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala KPP Tingkat II
dengan melampirkan TDP asli yang rusak.

(3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan
berakhirmya masa laku TDP yang hilang atau rusak.
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4) Selambat-lam}aatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian
TDP yang hi'ang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP
Tingkat IT harus menerbitkan TDP pengganti atau duplikat. '

Pasal 26

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan
terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan
ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan
Surat Keputusan Pembatalan, sesuai contoh pada Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 27

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan pendaftaran

ulang sesuai Pasal 15 dan 16 Keputusan ini, dengan menyertakan TDP asli yang
telah dibatalkan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat mengajukan keberatan
disertai alasan kepada Kepala KPP Tingkat I selambat-lambatnya 12 hari kerja
terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Keputusan Pembatalan dengan
tembusan kepada Kepala KPP Tingkat Pusat dan Kepala KPP Tingkat II.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPP Tingkat. I
selambat-lambatnya § (lima) hari kerja wajib menerbitkan Surat Keputusan

menolak atau menerima keberatan, sesuai contoh pada Lampiran VIII dan IX
Keputusan ini.

(4) Apabila Surat Keputusan memuat penolakan atas keberatan pembatalan Daftar
Perusahaan, maka Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran
ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Apabila Surat Keputusan memuat penerimaan atas keberatan pembatalan Daftar
Perusahaan, maka Kepala KPP Tingkat II selambat-lambatnya 5 (lima)-hari kerja
wajib mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah
dinyatakan batal.

(6) Dalam hal perusahaan tidak puas atas Keputusan Kepala KPP Tingkat I
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Badan
Peradilan setempat.



22

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Pasal 28

(1) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal tersebut dibawah
ini :

Perubahan bentuk perusahaan ; atau

Pembubaran Perusahaan; atau

Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau

Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

o ap oP

N .

((2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, maka TDP yang
“dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan
TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya. ‘

(3) Khusus perusahaan berbentuk PT apabila terjadi hal - hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, Likuidator yang bersangkutan wajib
melaporkan dan mendaftarkan secara tertulis kepada Kepala KPP Tingkat II
dengan melampirkan dokumen masing-masing sebagai berikut :

a. Pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS di bawah tangan :

1. Asli dan copy Hasil Risalah/Berita Acara RUPS tentang Pembubaran
Perusahaan.
2. Asli dan copy Akta bermaterai Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris

dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan.
3. TDP asli.

b. Pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS dihadapan Notaris :

1. Asli dan copy Akta bermaterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat
oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan.
2. TDP asli.

c. Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri:

1. Asli dan copy Penetapan Pembubaran Perseroan dari Pengadilan Negeri
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Asli dan copy Akta Bermaterai Pembubaran Perseroan oleh Notaris dalam
Bahasa Indonesia.

3. TDP asli.
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(4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain,
apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik, Pengurus atau
Penanggung Jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis
kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan salinan Akta Pembubaran atau
keterangan yang sejenis dan TDP asli.

(5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan dan atau mendaftarkan hal-hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Tingkat II memberikan
peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam
tenggang waktu 1 (satu) bulan.

(6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan
ketiga Kepala KPP Tingkat II melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari
Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakan

dalam Surat Keputusan Penghapusan sebagaimana contoh,Lampiran X Keputusan
ini.

(7) Kepala KPP Tingkat II wajib mengumumkan perihal penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) melalui Berita Resmi KPP.

Pasal 29

(1) Bagi pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT yang berdiri sebelum
berlakunya UU-PT dan belum melakukan penyesuaian berdasarkan UU-PT serta
belum melaksanakan kewajiban Pendaftaran Perusahaan berdasarkan UU-WDP,

terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur pada
Pasal 2 Ayat (1).

(2) Setelah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), maka perusahaan tersebut baru dapat melakukan pendaftaran
pembubaran PT.

(3) Pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT, sebagaiﬁiana dimaksud pada
ayat (2) wajib melampirkan dokumen :

a. Asli dan copy Akta Pendirian Perseroan.

b. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.

c. Asli dan copy Akta bermeterai Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris atau
Akta bermeterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam
bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan.
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(4) Berdasarkan Pendaftaran Pembubaran PT sebagaimana dimaksud padaayat (2),
Kepala KPP Tingkat II menerbitkan Surat Keputusan tentang Pendaftaran
Pembubaran PT, sesuai dengan contoh pada Lampiran XI Keputusan ini.

Pasal 30

Setiap dokumen asli yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran perusahaan atau
perubahan Daftar Perusahaan atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada

perusahaan yang bersangkutan apabila copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan
aslinya. :

Bagian Ketiga
Pelayanan Informasi Perusahaan

~ Pasal 31 ‘

(1) KPP menyajikan Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua
pihak yang berkepentingan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap
pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk
Salinan, Petikan Resmi dan hasil olahan data perusahaan.

(3) Setiap permintaan informasi berupa Salinan dan Petikan Resmi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Keberatan Pihak Ketiga

Pasal 32

(1) Setiap pihak kstiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis
atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan- -
alasannya.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala KPP
Tingkat I dengan tembusan kepada Kepala KPP Tingkat Pusat dan Kepala KPP
Tingkat II setempat yang menerbitkan TDP.
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(3) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) maka :

a. Kepala KPP Tingkat I melakukan pemanggilan dan meminta keterangan secara
lengkap dari pihak ketiga.

b. Kepala KPP Tingkat I selain melakukan pemanggilan atau meminta
keterangan dari pihak ketiga, juga perusahaan yang bersangkutan.

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) kali, dengan menggunakan surat panggilan sesuai dengan
contoh pada Lampiran XII Keputusan ini.

(4) Kepala KPP dapat menunjuk pejabat yang membidangi penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan untuk melakukan permintaan keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam Berita Acara sesuai dengan contoh pada Lampiran XIII Keputusan ini.

(6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana diﬁ'aksud pada ayat (4), Kepala KPP
Tingkat I menerbitkan Surat Keputusan untuk menolak atau menerima keberatan,
sesuai dengan contoh pada Lampiran XIV dan XV Keputusan ini.

(7) Berita Acara dan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.
Pasal 33

(1) Apabila Surat Keputusan memuat penolakan atas keberatan yang diajukan oleh
pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), maka Daftar
Perusahaan yang bersangkutan tetap berlaku.

(2) Apabila Surat Keputusan memuat penerimaan keberatan yang diajukan oleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), maka perusahaan dihapus
dari Daftar Perusahaan atau diwajibkan melakukan pembetulan.

Pasal 34

Apabila para pihak yang bersangkutan berkeberatan terhadap keputusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan
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setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterima
keputusan.

Pasal 35

(1) Apabila Badan Peradilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala KPP Tingkat II wajib

melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

(2) Berdasarkan Keputusan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala KPP Tingkat II melakukan penghapusan data perusahaan dari Daftar
Perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan
data Daftar Perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan
oleh perusahaan yang bersangkutan.

(3) Kepala KPP Tingkat II mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dalam Berita Resmi KPP.

BABYVY
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Pelaksanaan Pengawasan dan Penyidikan dalam Penyelenggaraan UU-WDP
dilakukan oleh Petugas Pengawas WDP dan atau PPNS-WDP,

(2) Menteri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian PPNS-WDP kepada
Menteri Kehakiman.

(3) Kepala KPP Tingkat Pusat, Tingkat I dan Tingkat II mengangkat dan
memberhentikan Petugas Pengawas WDP di wilayah kerjanya.

Pasal 37

(1) Pengawas WDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), mempunyai tugas
dan fungsi melakukan pengawasan melalui pengamatan, penelitian dan pemantauan

terhadap perusahaan yang belum, sedang dan telah melakukan Pendaftaran
Perusahaan.
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(2) PPNS-WDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), selain bertindak

sebagai Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai tugas dan

fungsi sebagai penyidik terhadap pelanggaran UU-WDP dan peraturan
pelaksanaannya.

Pasal 38

(1) Pengawasan terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam

2)

pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Umum Pengawasan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan ini.

Penyidikan terhadap pelanggar UU-WDP hanya dapat dilakukan oleh PPNS-WDP

dan dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Instruksi Bersama Menteri

Perdagangan RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor : 32/INS/M/VIII/90 tentang
INS/04/VIII/90

Petunjuk Kerjasama Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Wajib
Daftar Perusahaan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 39

(1) Penyelenggaraan Daftar Perusahaan dan Penerbitan TDP di Daerah Tingkat II

2)

Percontohan, sebagai dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah
Tingkat II Percontohan dilaksanakan oleh Kepala KPP Tingkat I setempat.

Kepala KPP Tingkat I dalam menyelenggarakan Daftar Perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kantor Departemen Perindustrian dan

Perdagangan terdekat.

3)

Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Tingkat I bertanggung jawab kepada Kepala
KPP Tingkat Pusat.
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BAB VII
SANKSI

Pasal 40

(1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dan 5 Keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang dlatur
dalam Pasal 32 UU-WDP.

(2) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

4, 26 dan 27 Keputusan- ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam
Pasal 33 UU-WDP.

(3) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16, 19,
17 ayat (3) , 20, 21, 22, 23,24, 25, 28 ayat (3) dan (4), dan 33 ayat (2) Keputusan

ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 UU-
WDP.

Pasal 41

(1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Keputusan ini,
dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dan pidana dljatuhkan
terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum tersebut.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama terhadap badan
hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB VIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum ditetapkannya Keputusan ini,
dan batas waktu berlakunya belum berakhir, TDP dinyatakan tetap berlaku dan pada
saat melakukan pembaharuan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

(2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka petunjuk teknis yang telah ada dan
berlaku serta tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku
selama belum diganti berdasarkan Keputusan ini.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur J enderal
Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 44

Keputusan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Képutusan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkandi : Jakarta
Padatanggal : 16 Januari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN -
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DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R
FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

C

Badan Hukunv 3)
Badan Usaha
Kepada Yth
SUP e,
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kab/Kodya ..o
di -

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan :

a. Pendaftaran /) : Baru 1 Ulang 2 D

b. Pembaharuan ke : [:D

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

1. Propinsi : D:l 3)1 3. Kecamatan : m.?)

8]

. Kabupaten / Kotamadya 2) ¢ ‘:[j 3)| 4. Kelurahan/ Desa 2) D]j 3

5. Nama Perusahaan/ Kopcr;v\ﬁ\.’)

2
6. Alamat Perusahaan / Koperasi .;)
Alamat LenpRap © Kode Pos : Dﬂ!:]
........................................................................... Nomor Telp/ Fax /Telex @ Aé
1) Langkars kode, dan pundalihan ko icesetuat he hotak vang tersedia
) Coret yang tidak sestn

Dusi olelh KPP

‘e
~—




- »

~

P

BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Bentuk Badan Hukum / Badan Usaha

PERSEROAN TERBATAS (PT) 1 PERSEKUTUAN FiRMA ( FA) 4 D
KOPERASI 2 PERUSAHAAN PERORANGAN (PO) 5
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) 3 BENTUK PERUSAHAAN LAIN ( BPL) 0

2. Nama Kelompok Perusahaan / Group (apabila ada )

3. u. Status Perusaluan /)

Kantor Tunggal 1 Kantor Cabang 3 ----> langsung ke rincian 3.c
Kantor Pusat 2 Kantor Pembantu 4 --=-> langsung ke rincian 3.c
Perwakilan S ---> langsung ke rincian 3.c

b. Jika rincian 3.2 berkode ! atau 2 (Kantor Tunggal atau Kantor Pusat), apakah merupakan anak perusahaan ? /)
Ya | Tidak 2
¢. Jika rincian 3.1 bukan Kantor Tunggal atau Kanlor Pusat, tuliskan nama dan alamat perusahaan yang langsung membawahi
perusahaan ini

1) Nama Perusahaan

2) ALImal Perusalidiln L
Nomor Telp / Fax / Telex
Kabupaten 7 KOmadya 2)  ©  iiiiii et E[j.?)

Propinsi T O P P T E’_jﬁ)

4. Lokasi Unit Produksi  (apabila ada)

.................................................................................................................

Propinsi Kab/Kodva
(s LLlv

5.a. Nasabah Utama Bank @ 1.

b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah ED

6 NPWD LTI I ITIITITTTITIT]

7. Bentuk Penanaman Modal /)

PMA ] PMDN 2 Non Fasilitas 3

1) Lingkari kode, dan pindahkan kode tersebut ke houk yang tersedia 2) Coret yang tidak sesuai 3) Diisi oleh KPP




BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN (LANJUTAN)

([ (11
(O] (11 [T1T]

¢. Jangka waktu berdirinya perusahaan tahun

8. a. Tanggal Pendirian

b. Tanggal Mulai Kegiatan

...............

]
O

9. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga ( apabila ada ) 1)
Jaringan Internasional I Waralaba Nasional 4
Jaringan Nasional 2 KSO
Waralaba Internasional 3 Mandiri 6

w

10. a. Merek Dagang ( apabila ada ) :

..................................................

Nomor :

...............................................................................

..............................................................................

.........................................

...............................................................................

A. AKTE PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 3)
1. Akte Pendirian

Nomor

.............................................................................

Tanggal Bulan Tahun

Ll L) O T

Nama Notaris

...................................................................

Alamat

....................................................................

....................................................................

Telepon

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN

e o— ———
2. Pengesahan Menteri Kehakiman / Menteri Koperasi /
Pejabat Berwenang 2) -

.............................................................................

Nomor
Bulan Tahun

EnlanlenEE

3. Persetujuan Menteri Kehakiman Atas Akte Perubahan
Anggaran Dasar

Nomor

.............................................................................

Tanggal Bulan

LU LD 11

4. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar

Nomior

............................................................................

Tanggal Bulan Tahun

(O O O11

2)  Coret yang tidak sesuai
3) Diisi oleh KPP




BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN ( LANJUTAN )

B. LIIN - IJIN YANG DIMILIKI 4)

R R I R I R N R R I N ATy

Jenis Nomor Dikeluarkan ~ Tanggal Masa
lyin Oleh Dikeluarkan Laku

() (2) 3) ) (5)
Tanggal Bulan Tahure Tahun

LT

R R T I I T IR AP IS PP DA

Tanggal  Bulan

LU

C. LEGALITAS LAINNYA 4)

Jenis
Legalitas

Nomor

Dikeluarkan
Oleh

Tanggal
Dikeluarkan

Masa
laku

(1)

(2)

3

(4)

(5)

A. DR R I I S P R P I AP PRI R I

D R I I A P I S N

Tanggal  Bulan Tahun

Tahun

(1 I T

| ]

D I T I P R S S S

R R R R R S I PP O

Tanggal  Bul, Tahun

Tahun

(O] 1T

L1

\f\

3y Diisi aleh KPP

A) - Apabida ruangan pada fornudic ndak cukug, agar ditalis pada lampivan eesendivi dengan ditanda tangani Direkiur Utama / Penangging Jawab duan stempel perusaliaan

Al



(5]

BLOK IV. A: DATA PIMPINAN PERUSAHAAN 5)

JUMLAH PIMPINAN PERUSAHAAN ( PADA KOiLOM 2) :

LL)=LC1].

LL] =011,

L) =C17.

LL)=

LLJ

Kedu Tempat / Tanggal Lahir Tanggal
dukan Nama Nomor Kode Mulai
No | dalam Lengkap Propinsi Kab / Kodya Tanggal Alamat Tetap Kode Telepon Kewarga | Menduduki
perusi Pos negaraan Jabatan
haan Kaode Kode Arca | Pelepon
() () ) (4) (5) (6) @) @8 ©9) (19) 1y | (2 (13) (14)

5) Pimpinan Perusahaan lainnya yang datanya belum tertulis pada blok ini, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Dircktur Utama / Pencnggung Juwab don stempel perusahann

Keterangan Kolom 2 :
1. Perseroan Terbatas (PT) :

- Dirut / Oir Cabang / P Jawab 11

- Direktur
- Komisaris

2. Koperasi_(kop) :
- Pengurus
- Pengawas

12
13

3. Persekutuan Komanditer (CV)

- Penanggung Jawab
- Sckulu Aklif

- Sekutu Pasif

- Sekulu Aklif Baru

- Sekutu Pasif Baru

3
32
33
34
35

21 4. Persekutuan Firma (Fa) :

22

- Dirut 7 P Jawab
- Sekutu

41
42

5

6

“Pemilik / P Jawab

- Dirut / Dir Cabang / P Jawab
- Direklur
- Komisaris

Keterangan Kolom (13)

: Indonesia 01
51 Malaysia 02
: Singapura 03
61 Thailand 04
62 Cina 05
63 Taiwan 06
Korea Selatan 07

Jepang 08

India 09
Arab Saudi 10
Amgrika Serikal 11
Kanada 12
Rusia 13
Inggris 14
Belanda 15
Jerman 16

Perancis 17
Nalia 18
Belgia 19
Australia 20
Selandia Baru 21
/Laimw—'

-

. Py

;‘%.



BLOK 1V. A: DATA PIMPINAN PERUSAHAAN ( LANJUTAN )

Bila scbagai Pemegang Saham | Kedu
(Khusus Komisaris / Dirckiur) dukan Nomor
Jumlah saham Jumlah modal dalam Nama Alamat Kode Telepon
yang dimiliki yang disclor perusi Perusahaan Perusahaan Pos
(lembar) (dalait rupiah) haan lain Arca Telepon
(12) (%) (1) (15) (16) (17) ([
-]
|
Ketrangan Kolom (14).: DISIHANYA UNTUK DIREKTUR UTAMA / PENANGGUNG JAWAR / PENGURUS KOPERASI/ PEMILIIK
:‘)‘.’"_‘kf""'"f"‘ ! JENIS NOMOR TANGGAL | TANDA TANGAN
Pemilik 3 RUKTI DIRI *) | |
Lannya 4 KTpy I '
Tidak mempunyin Pas 2 | e PRI |
hedudukan S e Langsung ke Rlok IV 13 | Taspor : L 4 o _(g__l
*) Lamoirkan dokumen




BLOK IV. B: DATA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN 5
{ KHUSUS PT/CV )

JUMLAH PEMEGANG SAHAM ( Selain yang menjabat sebagai Komisaris dan Direktur / Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif) : D‘_‘:\

Nama Nomor Kode Jumlah saham Jumlah modal
No Lengkap Alamat Tetap Kode Telepon Kewarga yang dimiliki vangdisetor
Pos negaraan (lembar) (dalam rupiah)
Area| Telepon
) (2) (3) 4) (%) (6) Q)] (8) 9)

5) Pemegang saham lain yang datanya belwm tertulis pada Blok ivi, ogar dindis padda lampiran tersendivi dengar ditanda tangani Dircktur Utama 7 Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

Keterangan Kolom (7) Khusus untuk petugas komputer
Indonesia 01 Korea Selatan 07 Rusia 1 Belgia 19
Malaysia 02 Jepang 08 Inggris 14 Auslralia 20 Kode pemegang saham ------ > 01
Singapura 03 India 09 Belanda 15 Selandia Baru 21
Thailand 04 Arab Saudi 10 Jerman 16 Leinnya 98
Cina 05 Amerika Serikat 11 Perancis 17
Taiwan 06 Kanada 12 Italia 18




BLOK V: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha KLUI 3

1. Kegiatan Usaha Pokok
2. Kegiatan Usaha Lain ) :

Kode Komoditi  3)
3. Komoditi/ Produk Utama

4. Komoditi/ Produk Lain 4) : '

B. Omsct penjualan perusahaan ini per tahun ( dalam rupiah) : Rp
(apabila sudah berkegiatan)

.....................................................................

( Terbilang :

3) Diisi oleh KPP
4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup. agar ditdis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dar; stempel perusahaan



BLOK V: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN ( LANJUTAN )

)| C. Modal dan Salam (dalam rupiah)

KHUSUS PT/CV/FA / PO/ BPL IS
Jenis Modal dan Saham Perseroan Persekutuan Persekutuan Pzrusahaan Bentuk
Terbatas ( PT') Komanditer (CV) Firma (FA) Perorangan (PO) Perusaha lain ( BPL)
{1) 2) (3) 4 (5 (6)
1. Modal Dasar e e
2. Modal Ditempatkan | [ |
3. Modal Disetor e [
4. Banyaknya Saham (lembar) | -+-eveveeveineiniiiiiiiinn |
5. Nilai Nominal per Saham | «oooveeveenvvnnnnnn |, .....
6. Modal Disetor Sekutu Aktif CTmeee
7. Modal Disctor Sekutu Pasit (e
8. Modal Persekutuan | L
g' MOdal Pemsahaan l ........................
KHUSUS KOPERASI
Jenis Modal Nilai Jenis Modal Nilai
(1 2 ‘ . (1) )
1. Modal Sendiri : ’ 2. Modal Pinjaman :
a. Simpanan Pokok | e, a. Anggota | e
b. Simpanan Wajib | 7T b, Koﬁerasi Lain | oo,
C. DanaCadangan | 77 c. Bank |
4 Hibah | e d. Lainnya | e




o ——— e —

[1]o]

BLOK V: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN ( LANJUTAN )

BLOK VI : DATA KHUSUS PERUSAHAAN
+

D. Total Aset ( dalam rupiah ) : Rp.

..............................................

E. Jumlah karyawan pada perusahaan inj :

.. WNI orang D:]:D
2. WNA orang D:Dj
Jumlah orang ED:D

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha 1):
(Hanya diisi untuk sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian,
Industri Pengolahan dan Perdagangan)

Produsen 1 Sub Distributer 16
Eksportir 2 Agen 32
Importir 4 Pengecer 64

Distributor/Wholesaler/Grosir &

1. Jika Rincian F kode 1 dilingkari (Produsen), untuk perusahaan yang
menggunakan mesin

a. Kapasitas terpasang

b. Kapasitas produksi
per tahun

O SaGan: ... L—_DJ)

¢. Kandungan komponen produk

Lokal :................... % Impor ¢ .. ... Y%

2. Jika Rincian F kode 64 dilingkari ( Pengecer ) jenis usaha 1) :

Swalayan / Supermarket 1 Toko / Kios 3 D
Toserba / Departmen Store 2 Lainnya 4
(v, )

KHUSUS PT |

4. Jenis Perusahaan J) : D
Swasta | )
Swasta Terbuka / Go Public 2 > [si lembar khusus PT Terbuka
Persero 3
Pessero Terbuka / Go Public 4 -ooos Isi lembar khusus PT Terbuka
Perusda 5
Perusda Terbuka / Go Public 6 «ee-> Isi lembar khusus PT Terbuka

KHUSUS KOPERASI

1. Kategori Koperasi 1) : D
KUD 1 Non KUD 2

2. Bentuk Koperasi 1) D
Primer 1 Sekunder 2

3. Jenis Koperasi 1) : D
Kredit 1 Serba Usaha 4
Konsumsi 2 Lainuya 5
Produksi 3 (o, )

4. Jumlah Anggota : ... . orang / Koperasi

HEER

KHUSUS BENTUK PERUSAHAAN LAIN

S

S. Jenis Perusahaan 1) : D
Perum 1
Perusahaar Daerah 2
Lainnya 3

1) Lingkari kode-kode yang sesuai, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia.

3) Diisi oleh KPP




BLOK VII: KATEGORI PERUSAHAAN

[ Kantor Tu

nggal tidak perlu mengisi |

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kan

Perwakilan ¢)

tor Pusat / Induk, Agar disebutkan setiap Kantor Cabang / Kantor Pembantu /

Kode
No. | Nama Perusahaan Alamat Perusahaan | Kode | Nomor Telepon Propinsi Kab / Kodya status | Jenis Kegiatan KLUI
Pos perusa Usaha 3)
Area | Telepon Kode Kode | haan
)] (2) 3) 4 (3 (6) ) (8 O (10) (11 (12) (13)
3) Diisi oleh KPP
Keterangan Kolom (11) :
Kantor Cabang 01 Perwakilan 03
Kantor Pembantu 02 Anak Perusahaan 04
-

9) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampioran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penangg

ung Javwab dan Stempel Perusahaan

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi den

BLOK VIII : PENGESAHAN

2)

bersedia dituntut sesuai dengan peraturan pcrun@

Cap / Stempe! Perusahaan

Tembusan

1. Dirjen PDN /KKPP Tingkat Pusat

°

2. Kakanwil Depperindag ................................ / KKPP Dati |
3. Perusahaan yang bersangkutan

Coret yang tidak sesuai

.......................................................................

gan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keter
ng-undangan yang berlaku.

Tanda Tangan

angan terscbut terny ata tidak benar, maka kanm

Dirut / Penanggung j:vab 2)

Materai

Nama

Jabatan




LAMPIRAN BLOK VII

DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN JENIS KEGIATAN USAHA
KANTOR CABANG / KANTOR PEMBANTU / PERWAKILAN / ANAK PERUSAHAAN
(APABILA PENGISIAN FORMULIR DILAKUKAN KANTOR PUSAT/INDUK )

Propinsi TP P TP PUPRT ED 3)

Kabupaten / Kotamadya 1 ... e E[:I 3)

Nama Perusahaan Kantor Pusat / Induk

...................................................................................................

: Kode
No. | Nama Perusahaan Alamat Perusahaan | Kode | Nomor Telepon Propinsi Kab / Kodya status | Jenis Kegiatan | KLUI
Pos perusa Usaha 3)
Area | Telepon Kode Kode | haan
) (2) (3) 4 ) (6 M (8 9 (i0) (11) (12) (13)

3) Diisi olch KPP

Keterangan Kolom (11) :

Kantor Cabang 01 Perwakilan 03
Kantor Pembantu 02 Anak Perusahaan 04




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jarmari 1998

HAL - HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN OLEH PERUSAHAAN

PERSERQAN TERBATAS (PT)

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1.

NouhrwwN

. Nama Perusahaan
Jenis Perusahaan
Nama Kelompok Perusahaan/Group
Alamat Perusahaan
Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak
Perusahaan/ Kantor Perwakilan/Kantor Tunggal
Merek Dagang, Pemegang hak paten, Pemegang hak cipta
Lokasi Unit Produksi
Nasabah Bank
NPWP
Bentuk Penanaman Modal
a. Tanggal Pendirian
b. Tanggal mulai kegiatan
c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
Bentuk Kerjasama dengan pihak ketiga :
Jaringan Internasional
Jaringan Nasional
Waralaba Internasional
Waralaba Nasional
KSO
Mandiri

oo ow

e o o

B. KOMISARIS ATAU PENGAWAS DIREKSI/PENANGGUNG JAWAB

1.

Dewan Komisaris
a. Jumlah Lengkap
b. Komisaris Utama
1) Nama Lengkap
2) Alamat Tetap
3) Kewarganegaraan
4) Tanggal mulai menduduki jabatan




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
b) Nama Perusahaan
¢) Alamat Perusahaan
6) Bila sebagai pemegang saham
a) Jumlah saham yang dimiliki (lembar)
b) Jumlah modal yang disetor (jutaan rupiah)

2. Dewan Direksi/Penanggung Jawab
a) Jumlah Direksi/Penanggung Jawab
b) Direktur Utama/Penangung Jawab
1) a) Nama Lengkap
b) Tempat & tanggal lahir
2) a) Alamat tetap
b) Jenis bukti diri
¢) Nomor dan tanggal
d) Tanda tangan
3) Kewarganegaraan
4) Tanggal mulai menduduki jabatan
5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
b) Nama Perusahaan
c) Alamat perusahaan
6) Bila sebagai pemegang saham
a) Jumlah saham yang dimiliki (lembar)
b) Jumlah modal yang disetor (jutaan rupiah)

3. Keterangan tentang pemegang saham apabila saham diterbitkan atas nama
a. Jumlah Pemegang Saham
b. Pemegang Saham
1) Nama lengkap
2) Alamat tetap
3) Kewarganegaraan
4) Jumlah saham yang dimiliki (lembar)
5) Jumlah modal yang disetor (jutaan rupiah)

Acerentral\c:\menperindag\lam-sk_PT 2
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12);P’EEP/Kep/ 1/1998
TANGGAL : 16 Jamari 1998

II. LEGALITAS USAHA

A L

Akte Pendirian
Nomor :

Pengesahan Menteri Kehakiman

Nomor :

. Nama Notaris
"~ Alamat

Persetujuan Menteri Kehakiman atas Akte Perubahan Anggaran Dasar

Nomor :

Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar

Nomor :

B. Jjin-ijin yang dimiliki

1.

kW

Jenis ijin

Nomor

Dikeluarkan oleh
Tanggal dikeluarkan
Masa laku

C. Legalitas lainnya

-l o e

Jenis legalitas
Nomor

Dikeluarkan oleh
Tanggal dikeluarkan
Masa laku

IIl. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha

1.

Kegiatan Usaha

2. Komoditi/Produk Utama

B. Kegiatan Usaha Lainnya

................

................

. A
perindag , PT



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN

NOMOR

: 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Jarmari 1998

C. Komoditi/Produk Lainnya

................

................

D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

E. Modal dan Saham

1.

DA LN

Modal Dasar (jutaan rupiah)
Modal Ditempatkan (jutaan rupiah
Modal Disetor (jutaan rupiah)
Banyaknya saham (lembar)

Nilai Nominal per saham (rupiah)

F. Total Aset (jutaan rupiah)

G. Jumlah Karyawan

1.
2.

H. 1.

Domestik
Asing

Kedudukan dalam mata rantai kegiatan Usaha
Produsen

Eksportir

Importir

Distributor/Wholesaler/Grosir

Sub. Distributor

Agen

Pengecer

Qe o op

Kapasitas Produksi (khusus produsen)
a. Kapasitas terpasang per tahun
b. Kapasitas produksi per tahun
c. Kandungan komponen produksi :
— Lokal
~ Impor

Jenis Usaha (khusus pengecer)
Swalayan/Supermarket
Toserba/Departemen Store
Toko/Kios

Lainnya

e o

Acerentral\c:\menperindag\tam-sk_PT 4



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR :12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL :16 Jarmari 1998

IV.KATAGORI PERUSAHAAN
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendafiaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar
disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan/Anak Perusahaan

A. Nama Perusahaan

B. Alamat Perusahaan

C. Status Perusahaan

D. Jenis Kegiatan Usaha

Acerentral\c:\menperindag\lam-sk_PT 5



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Xep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

KOPERASI
I. DATA UMUM
A. PERUSAHAAN
1. a. Nama Koperasi
b. Nama Perusahaan bila berlainan dengan butir 1
c¢. Bentuk Koperasi

d. Jenis Koperasi
e. Alamat Kantor

Merek Dagang

Nasabah Bank

NPWP

a. Tanggal Pendirian

b. Tanggal mulai kegiatan
6. Jumlah Anggota

RN

B. PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI

1. Pengurus Koperasi
a. Jumlah Pengurus
b. Pengurus /Penanggung Jawab
1) a) Nama Lengkap
b) Tempat & tanggal lahir
2) a) Alamat tetap
b) Jenis bukti dini
¢) Nomor dan tanggal
d) Tanda Tangan
3) Kewarganegaraan
4) Tanggal mulai menduduki jabatan
5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
a) Direksi/Komisans/Pemilik dll
b, Nama Perusahan
¢) Alamat Perusahaan

2. Pengawas Koperasi
a. Jumlah Pengawas

b. Pengawas Utama
1) Nama Lengkap

Acermatelic:\mydocu~I\am-ski:hall |



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR  : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

2) Alamat Tetap

3) Kewarganegaraan

4) Tanggal mulai menduduki Jabatan

5) Kedudukan dalam perusahaan lainnyva

a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
b) Nama Perusahaan
c) Alamat Perusahaan

II.-LEGALITAS USAHA

A. 1. Akte Pendirian
Nomor :
2. Nama Notaris
3. Pengesahan Menteri Koperasi
Nomor :

B. Jjin-ijin yang dimiliki
Jenis Jjin
Nomor
Dikeluarkan Oleh
Tanggal Dikeluarkan
Masa laku

C. Legalitas lainnya
Jenis legalitas
Nomor
Dikeluarkan Oleh
Tanggal Dikeluaarkan
Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN
A. Jenis Kegiatan Usaha
1. Kegiatan Usaha.

2. Komoditi/Produk Utama

B. Kegiatan Usaha Lainnya

Acermatel <:\mydocu~1'lam-sk1:hall
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR  : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamari 1998

C. Komoditi/Produk Lainnya

D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

E. Modal
1. Modal Sendiri (jutaan rupiah)
a. Simpan Pokok
b. Simpanan Wajib
c. Dana Cadangan
d. Hibah

2. Modal Pinjaman (jutaan rupiah)
a. Anggota
b. Koperasi lain
c. Bank
d. Lainnya
F. Total Aset (jutaan rupiah)

G. Jumlah Karyawan :

1. Domestik
2. Asing

H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha

Produsen

Eksportir

Importir
Distributor/Wholessaler/Grosir
SubDistributor

Agenr

Pengecer

@M Ao o

2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)
a. Kapasitas terpasang per tahun
b. Kapasitas produksi per tahun
c. Kandungan komponen produksi :
- Lokal

- Impor

AcermaelNeA\mydocu~i\am-sk2;:hal2 3



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGA.\'

OMOR 12/1VLPP/Kep/1/1993
A;\GGAL 16 Jamari 1998

2. Jenis Usaha (khusus pengecer)
Swalayan/Supermarket

b. Toserba/Departemen Store
c. Toko/Kios

d. Lainnya

p

AcermateNe:\mydocu~iam-sk2:hal2 4
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Xep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

HAL - HAL YANG WAIJIB DIDAFTARKAN OLEH PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS (PT)

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1.

A

Now

a2
b
c
d
e

. Nama Perusahaan

. Jenis Perusahaan

Nama Kelompok Perusahaan/Group

. Alamat Perusahaan

Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak
Perusahaan/ Kantor Perwakilan/Kantor Tunggal

Merek Dagang, Pemegang hak paten, Pemegang hak cipta
Lokasi Unit Produksi
Nasabah Bank

N

PwPp

Bentuk Penanaman Modal

a.
b.
c.

Tanggal Pendirian
Tanggal mulat kegiatan
Jangka waktu berdirinya perusahaan

Bentuk Kerjasama dengan pihak keti ga:

me a0 o

Jaringan Internasional
Jaringan Nasional -
Waralaba Internasional
Waralaba Nasional
KSO

Mandiri

B. KOMISARIS ATAU PENGAWAS DIREKSI/PENANGGUNG JAWAB

1.

Dewan Komisaris
a.
b. Komisaris Utama

Jumlah Lengkap

1) Nama Lengkap

2) Alamat Tetap
3) Kewarganegaraan
4) Tanggal mulai menduduki jabatan

Acerentral\c:\menperindag\lam -sk_PT 1



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Januari 1998

2

<.

5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
b) Nama Perusahaan
c) Alamat Perusahaan
6) Bila sebagai pemegang saham
a) Jumlah saham yang dimiliki (lembar)
b) Jumlah modal yang disctor (jutaan rupiah)

Dewan Dircksi/Penanggung Jawab
a) Jumlah Direksi/Penanggung Jawab
b) Direktur Utama/Penangung Jawab

1) a) Nama Lengkap
b) Tempat & tanggal lahir
2) aj Alamat tetap
b) Jenis bukti diri
¢) Nomor dan tanggal
d) Tanda tangan
3) Kewarganegaraan
4) Tanggal mulai menduduki jabatan
5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
b) Nama Perusahaan
¢) Alamat perusahaan
0) Bila sebagai pemegang saham
a) Jumlah saham yang dimiliki (lembar)
b) Jumlah modal yang disetor (jutaan rupiah)

3. Keterangan tentang pemegang saham apabila saham diterbitkan atas nama

a.
b.

Jumlah Pemcgang Saham

Pemegang Saham

1) Nama lengkap

2) Alamat tctap

3) Kewarganegaraan

4) Jumlah saham yang dimiliki (lembar)

5) Junilah modal yang disetor (jutaan rupiah)

Acerentralic:\

indag\lom-sk_PT 2



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12ff'lPP/KeP/1/1998
TANGGAL : 16 Jamari 1998

II. LEGALITAS USAHA

A. 1. Akte Pendirian
Nomor :

2. Pengesahan Menteri Kehakiman
Nomor :

3. Nama Notaris
Alamat

4. Persetujuan Menteri Kehakiman atas Akte Perubahan Anggaran Dasar
Nomor :

5. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar
Nomor :

B. ljin-ijin yang dimiliki
Jenis ijin

Nomor

Dikeluarkan oleh
Tanggal dikeluarkan
Masa laku

AL~

w

C. Legalitas lainnya

Jenis legalitas
Nomor

Dikeluarkan oleh
Tanggal dikeluarkan
Masa laku

S

HI. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN
A. Jenis Kegiatan Usaha
1. Kegiatan Usaha
2. Komoditi/Produk Utama

B. Kegiatan Usaha Lainnya




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENT;:RI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jammari 1998

C. Komoditi/Produk Lainnya

D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

E. Modal dan Saham
1. Modal Dasar (jutaan rupiah)
2. Modal Ditempatkan (jutaan rupiah
3. Modal Disetor (jutaan rupiah)
4. Banyaknya saham (Icmbar)
5. Nilai Nominal per saham (rupiah)

F. Total Aset (jutaan rupiah)

G. Jumlah Karyawan
1. Domestik
2. Asing

H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan Usaha
a. Produsen

Eksportir

Importir

Distributor/Wholesaler/Grosir

Sub. Distributor

Agen

Pengecer

&

©moe A

3%}

Kapasitas Produksi (khusus produsen)
a. Kapasitas terpasang per tahun
b. Kapasitas produksi per tahun
c. Kandungan komponen produksi :
— Lokal
- Impor

3. Jenis Usaha (khusus pengecer)
Swalayan/Supermarket
Toserba/Departemen Store
Toko/Kios

Lainnya

o T

Acerentralic:\

sk_PT 4



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR :12/¥PP/Xep/1/1998
TANGGAL :16 Jamari 1996

I[V.KATAGORI PERUSAHAAN
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor i Pusat/Induk, agar
disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan/Anak Perusahaan

A. Nama Perusahaan

B. Alamat Perusahaan

C. Status Perusahaan

D. Jenis Kegiatan Usaha

perindagiiam-si_PT 5



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Xep/1/1998
TANGGAL : 16 Jammari 1598

KOPERASI
I. DATA UMUM
A. PERUSAHAAN

l. a. Nama Kopcrasi
b. Nama Perusahaan bila berlainan dengan butir 1
c. Bentuk Koperasi
d. Jenis Koperasi
. €. Alamat Kantor

. Merek Dagang
. Nasabah Bank
.NPWP ,
. a. Tanggal Pendirian

b. Tanggal mulai kegiatan
6. Jumlah Anggota

S N

W

B. PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI

1. Pengurus Koperasi
a. Jumlah Pengurus
b. Pengurus /Penanggung Jawab
1j a) Nama Lengkap
b) Tempat & tanggal lahir
2) a) Alamat tetap
b) Jenis bukti din
c) Nomor dan tanggal
d) Tanda Tangan
3) Kewarganegaraan
4) Tanggal mulai menduduki jabatan
5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
a) Direksi/Komisaris/Pemiiik dll
b, Nama Pcrusahan
c) Alamat Pcrusahaan

2. Pengawas Koperasi
a. Jumlah Pengawas

b. Pengawas Utama
1) Nama Lengkap

Acermaie Ne\mydocu~[tam-sh i halt l



LAMPIRAN ; KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR  : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamari 1996

2) Alamat Tetap

3) Kewnarganegaraan

4) Tangzal mulai menduduki Jabatan

5) Kedudukan dalam perusahaan lainnva

2) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
b) Nama Perusahaan
¢) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

. Akte Pendirian

Nomor :

Nama Notaris

Pengesahan Menteri Koperasi
Nomor :

A.

—

W N

B. Ijin-ijin yang dimiliki
Jenis Ijin
Nomor
Dikeluarkan Oleh
Tanggal Dikeluarkan
Masa laku

C. Legalitas lainnya
Jenis legalitas
Nomor
Dikeluarkan Oleh
Tanggal Dikeluaarkan
Masa laku

IIl. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN
A. Jenis Kegiatan Usaha
1. Kegiatan Usahp

2. Komoditi/Produk Utama

B. Kecgiatan Usaha Lainnya

Acermatel :\mydocu=1tum.s8 1 thalt 2



LAMPIRAN [: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
)

DAN PERDAGANGAN

NOMOR  : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamari 1998

C. Kemoditi/Produk Lainnya

D. Omzet Penjualan Per Tzhui (jutaan rupiah
il ) p

E. Modal
1. Modal Sendiri (Jutaan rupiah)
a.  Simpan Pokok
b. Simpanan Wajib
¢. Dana Cadangan
d. Hibah

2. Modal Pinjaman (jutaan rupiah)
a. Anggota
b. Koperasi lain
c. Bank
d. Lainnya
F. Total Aset (jutaan rupiah)

G. Jumlah Karyawan :

1. Domestik
2. Asing

H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha

Produsen

Eksportir

Ireportic
Distributor/Wholessaler/Grosir
SubDistributor

Agenr

Pengecer

oo an o

2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)
a. Kapasitas terpasang per tahun
b. Kapasitas produksi per tahun
c. Kandungan komponen produksi :
- Lokal

- Impor

Acermzzelicsimydocu~\Uam- 58 2:hal2
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LAMPIRAN [ : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR  : 12 /MPP/KXep/1/1998
TANGGAL : 16 Januari 1998

2. Jenis Usaha (khusus pengecer)
a. Swalayan/Supermarket
b. Toserba/Departemen Store
c. Toko/Kios
d. lLainnyva

Aceemate Nt mydocu~Nam.gh > hal? 4



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

[. DATA UMUM
A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
b. Nama Kelompok Perusahaan/Group
a) Alamat Perusahaan
b) Status : KantorPusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak Perusaha-
an/Kantor Tunggal

2. Merek Dagang

3. Lokasi Unit Produksi

4. Nasabah Bank

5. NPWP

6. Bentuk Penanaman Modal
7. a. Tanggal Pendinan

b. Tanggal mulai kegiatan

c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga :

a. Jaringan Internasional

b. Jaringan Nasional

c. Waralaba Internasional
d. Waralaba Nasional

e. KSO

f. Mandiri

B. SEKUTU KOMANDITER, PENGURUS CABANG /
PERWAKILAN

1. Sekutu Aktif
a. Jumlah Sekutu Aktif
b. Pengurus Utama
1) a) Nama Lengkap
b) Tempat & tanggal lahir

2) a) Alamat tetap
b) Jenis buku din
c¢) Nomor dan tanggal
d) Tanda Tangan

Acermatelc:imydocu~tiam sk 1 kall 1



LAMPIRAN [ : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR  : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL :16 Jamuari 1998

3) Tanggal masuk sebagai sekutu

4) Kewarganegaraan

5) Tanggal masik sebagai sekutu

6) Kedudukan ualam perusahaan lainnya
a) Direksi/Komisaris/ Pemilik dll
b) Nama Perusahaan
¢) Alamat Perusahaan

2. Seckutu Pasif
a. Jumlah Sekutu Pasif
b. identitas

})
2)
3)
4)
3)

Nama Lengkap

Alamat tetap

{ewarganegaraan
Tanggal masuk sebagai sekutu
Kedudukan dalam perusahaan lainnya
a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll

b) Nama Perusahaan

c) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

A.

A ecrmatellimydacu- am sk 1 hatl

Akte Pendirian

Nomor

Nama Notaris

Alamat

1) Jenis Ijin

2) Nomor

3) Dikeluarkan Oleh
4) Tanggal Dikeluarkan
5) Masa laku

Legalitas lainnya

1) Jenis legalitas

2) Nomor

3) Dikeluarkan Olch
4) Tanggal Dikeluarkan
3) Masa laku

(9



LAMPIRAN (: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR  : 12/MPP/Xep/1/1998
TANGGAL : 16 Januari 1998

IIl. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha
1. Kcgiatan Usaha pokok
2. Komoditi/Produk Utama

B. Kegiatan Usaha Lainnya

D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

E. Modal dan Saham

Modal Dasar (jutaan rupiah)

Modal Ditempatkan (jutaan rupiah)
Modal disetor(jutaan rupiah)
Banyaknya saham (lembar)

Nilai Nominai per saham (rupiah)
Modal Disetor Sekutu Aktif

Modal Disetor Sekutu Pasif

Nownaw N~

F. Total Aset (jutaan rupizh)

G. Jumlah Karyawan
1. Domestik
2. Asing

H. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan
Produsen

Eksortir

Importir
Distributor/Wholesaler/Grosir

Sub Distributor

Agen

Pengecer

AW

N o ow

i. Kapasitas Produksi (khusus produsen)

AcermatellcAmydocu~-{lam-sk 2 hal? 3



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

I. DATA UMUM
A. PERUSAHAAN
1. a. Nama Perusahaan
b. Nama Kelompok perusahaarn/ Group
c. Alamat Perusahaan
d. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantuw/Anak Perusa-
haan/Kantor Agen/Kantor Tunggal
Merek Dagang
Lokasi Unit Produksi
Nasabah Bank
NPW
Bentuk Penanaman Modal
a. Tanggal Pendinian
b. Tanggal mulai kegiatan
c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga :
Jaringan Internasional
Jaringan Nasional
Waralaba Internasional
Waralaba Nasional
KSO
Mandin

:’kb) ~

N o v

mo pp oW

B. PENGURUS/SEKUTU

1. Jumlah Sekutu
2. Pengurus Utama
a. 1) Nama Lengkap
2) Tempat & tanggal iahir

b. 1) Alamat lengkap
2) Jenis bukti diri
3) Nomor dan tanggal
4) Tanda Tangan
c. Kewarganegaraan
d. Tanggal masuk scbagai sekutu

Acermatei\c:Amydocu~IUam-sk1:hall 1



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

: NOMOR  : 12 /MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 144 Jmfarg/é%

c. Kedudukan dalam perusahaan lainnya
1) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
2) Nama Perusahaan
3) Alamat Perusahaan

[I. LEGALITAS USAHA

A. Akte Pendinan
I. Nomor

2. Nama Notaris

3. Alamat

D

B. Ijin-ijin yang dimiliki
1) Jenis Ljin
2) Nomor
3) Dikeluarkan Oleh
4) Tanggal Dikeluarkan
5) Masa laku

C. Legalitas lainnya
1) Jenis legilitas
2) Nomor
3) Dikeluarkan Oleh
4) Tanggal Dikeluarkan
5) Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHA AN
A. Jenis Kegiatan Usaha
1. Kegiatan Usaha pokok

2. Komoditi/Produk Utama

B. Kegiatan Usaha Lainnya

D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

Accrmatellc:\mydocu~1am-sk1:hatt b



LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN MENTERI PERINDU:“.TRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR  :12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

E. Modal
Modal Persekutuan/Perusahaan (jutaan rupiah)

F. Total Aset (Jutaun rupiah)
(perusahaan baru tidak wajib mengisi)

G. Jumlah Karyawan
1. Domestik

2. Asing

H. 1. Kedudvkan dalam mata rantai kegiatan usaha

a. Produsen

b. Eksportir

c. Importir

d. Distributor/Wholesaler/Grosir
c. Sub. Distributer

f. Agen

g. Pengecer

2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)
a. Kapasitas terpasang per tahun
b. Kapasitas produksi per tahun
c¢. Kandungan komponen produksi :
- Lokal
- Impor
3. Jeriis Usaha (khusus pengecer)
a. Swalayan/Supermarket
b. Toserba/Departemen Store
c. Toko/Kios
d. Lainnya

Acermatelc:Amydocu~Iam-sh2:hall
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LAMPIRAN [: KEPUTUSAN MENTERI PERIN DUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR  : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamari’ 1998

IV. KATEGORI PERUSAHAAN
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian fommulir pendafizran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Indul:. agar
disebutkan  setiap  Kantor Cabang/Kantor ~ Pembantu/Agen/Penrwakilan/Anak

Perusahaan.

A. Nama Perusahaan

B. Alamat Perusahaan
C. Status Perusahaan
D. Jenis Kegiatan Usaha

Acermatelic:\mydocu~Itam-s4 2 hal> 4



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR  : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamiari 1598

PERUSAHAAN PERQRANGAN

I. DATA UMUM
A. PERUSAHAAN

1. a. - Nama Perusahaan
b. Alamat Perusahaan
¢. Status : Kantor PusatKantor Cabang /Kantor Pembantuw/Anak
Perusahaan/Kantor Perwakiian/Kantor Tunggal

2. Merck Dagang {apabila ada)
3. Nasabah Bank

4. NPWP

5. a. Tanggal Pendirian

b. Tanggal mulai kcgiatan
B. PEMILIK

1. a. Nama Lengkap
Tempat & tanggal lahir

&

2. a. Alamat lengkap
b. Jenis bukti diri
c. Nomor dan tanggal

. Kewarganegaraan
4. Kedudukan dalam perusahaan lainnya
a. Direksi/Komisaris/Pemilik dll
b. Nama Perusahaan
c. Alamat Peruszhaan

II. LEGALITAS USAHA

A. Tjin-ijin vang dimiliki
1. Jenis [jin

2. Nomor

3. Dikeluarkan Oleh

4. Tanggal Dikeluarkan
5. Masa laku

Acermasclic:Amydocu~tUam sk kall 1



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN.
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

B. Legalitas lainnya

Jenis [jin

Nomor

Dikeluarkan Oleh
Tanggal Dikeluarkan
Masa laku

IE NS

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha
i. Kegiatan Usaha Pokok
2. Komoditi/Produk Utama

B. Kegiatan Usaha lainnya

Omzet Peajualan Per Tahun (jutaan rupiah) (apabila sudah berkegiatan)
Modal Perusahaan (jutaan rupiah)

Totai Aset (jutaan rupiah)

Jjumlah Karyawan

1. Domestik

2. Asing

Onmy

H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan Usaha
Produsen

Eksportir

Importir

Distributor/Wholesaler/Grosir
Sub.Distributor

Agen

Pengecer

e a0 o

2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)
2. Kapasitas terpasang pertahun

b.  Kapasitas produksi per tahun

c. Kandungan komponen produksi :
-~ Lokal

Acermatel c\mydocu~tlam sk :hall b)



LAMPIRAN [: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR ° : 12/1PP/Kep/1/1996
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

- Impor

1. Jenis Usaha (khusus pengecer) :

1. Swalayan/Supermarket

2. Toserba/Departemen Store
3. Toko/Kios

4. Lainnya

IV.KATAGORI PERUS AHAAN
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kautor Pusat/Iinduk, agar
disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor PembantwPerwakilan/Anak Perusahaan

A. Nama Perusahaan

B. Alamat Perusahaan
C. Status Perusahaan
D. Jenis Kegiatan Usaha

Acermate\c:imydocu~Uam-sk2:hatd 3



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
_ DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998 .

PERUSAHAAN LAINNYA

I. DATA UMUM

A, PERUSAHAAN

1. a. Nama Pcrusahaan
b. Jenis Usaha
Perum
Perusahaan Daerah
Lainnya
Kelompok Perusahaan/Group (apabila ada)
Alamat Perusahaan
Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak Perusahaan/
Kantor Perwakilan/Kantor Tunggal

o a0

2. Merek dagang (apabila ada)
3. Lokasi Unit Produksi (apabila ada)
4, Nasabah Bank
5. NPWP
6. Bentuk Penanaman Modal
7. a. Tanggal Pendinan
b. Tanggal mulai kegiatan
c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga :

a. Jaringan Intemasional
b. Jaringan Nasional

c. Waralaba Internasional
¢. Waralaba Nasional

e. KSO

f. Mandin

B. KOMISARIS ATAU PENGAWAS, DIREKSY PENANGGURG JAWADB

1. Dewan Komisaris

a. Jumlah Komisarns

b. Komisans Utama
1) Nama lengkap
2) Alamat tetap
3) Kewarganegaraan
4) Tgl mulai menduduki jabatan
3) Kedudukan dalam perusahaan lainnya

a). Direksi/Komisaris/Pemilik dll

Acermatedicimydocu~llam-shishall 1



LAMPIRAN [ : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jarmari 1998

b). Nama Perusahaan
c). Alamat Perusahaan

2. Dewan Direksi/Penanggung Jawab
a. Jumlah Direksi/Penanggung Jawab
b. Direkwr Utama/Penanggung Jawab
1) a) Nama Lengkap
b) Tempat & tanggal lahir

2) a) Alamat tetap
b) Jenis buku dini
c) Nomor dan tanggal
d) Tanda tangan
3) Kewarganegaraan
4) Tanggal mulai menduduki jabatan
s) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
2) Direksi/Komisaris/Pemilik dil
b) Nama Perusahaan
c¢) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA
A. Akte Pendirian

~1.) Nomor:
2.) Pengesahan Pejabat yang benvenang

B. Ijin-ijin yang dimiliki
1) Jenis Jjin
2) Nomor
3) Dikeluarkan Olch
4) Tanggal Dikeluarkan
5) Masa flaku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN
A. Jenis Kegiatan Usaha

1. Kegiatan Usaha Pokok
2. Komoditi/Produk Utama

Acermartel\e:\mydocu~I\lam-sk] avtne
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LAMEIKAN 1: KEPUTUSAN MENTERL PERINDUS UKLAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR  : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamari 1998

B. 1. Kegiatan Usaha Lainnya

C. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah) (apabila sudzh berkegiatan)

D. Modal dan saham
1. Modal dasar (jutaan rupizh)
2. Modal ditempatkan (jutaan rupiah)
3. Modal disetor (jutaan rupiah)

E. Total Aset (Jutaan rupiah)
(perusahaan baru tidak wajib mengisi)

F. Jumlah Karyawan
1. Domestik

2. Asing

. 1. Kedudukan dalam mata rantai kecgiatan Usaha

a. Produsen

b. Eksportir

c. Importir

d.” Agen Tunggal

¢. Distabutor Utama
f. GrosirfWholesaler
g. Sub. Distributor
h. Pengecer

2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)
a. Kapasitasterpasang per tahun
b. Kapasitas produksi per tahun
c. Kandungan komponen produks: :
— Lokal
— Impor

Aceematelcimydocu~1am sk 2 hal>
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LAMPIRAN [: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN N

NOMOR  : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamari 1998

Jenis Usaha (khusus pengecer)

a. Swalayan/Supernmarket

b. Toserba/Departemen Store ;
c. Toko/Kios

d. Lainnva

)

[V.KATEGORI PERUSAHAAN
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi) .

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar
disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantw/Agen/Perwakilan/Anak
Perusahaan.

A. Nama Pecrusahaan

B. Alamat Perusahaan
C. Status Perusahaan

D. Jenis Kegiatan Usaha

AcermateIc\mydocu~fUam-sk 2:hatl 4




_ Lampiran (I : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Nemor . 12/1PP/Keo/ 1/199¢
Tanggal © 16 Januwari 1998

r\’ .LEMB4R TAMBAHAN KHUSUS PT TERBUKA

. thanva diisi Kantor Tunggal atuu Kantor Pusat/Induk)

 ——

1. Tanggal Pernyataan Pendaftaran ...

2. ljin Ketua BAPEPAM :

a. Nomor T, e
b. Tanggal St S R R e B
3. Harga Nominal e B
4. Tanggal Pencatatan (Listing) T 505 i S B o 18 5 B A R RS SRS

V5]

. Tanggal Pencabutan Pencatatan
(Delisting) D bt s R A R A G




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamari 1998

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)
I. DATA UMUM
A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
b. Nama Kelompok Perusahaan/Group
a) Alamat Perusahaan
b) Status : KantorPusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantuw/Anak Perusaha-
an/Kantor Tunggal

Merek Dagang

Lokasi Unit Produksi
Nasabah Bank
NPWP

Bentuk Penanaman Modal

a. Tanggal Pendirian

b. Tanggal mulai kegiatan

c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga :
Jaringan Internasional

Jaringan Nasional

Waralaba Internasional

Waralaba Nasional

KSO
Mandin

N v A e N

e o op

B. SEKUTU KOMANDITER, PENGURUS CABANG /
PERWAKILAN

1. Sekutu Aktif
~ ‘a. Jumlah Sekutu Aktif
b. Pengurus Utama
1) a) Nama Lengkap
b) Tempat & tanggal lahir

2) a) Alamat tetap
b) Jenis bukti diri
¢) Nomor dan tanggal
d) Tanda Tangan

Acermatel\c:\mydocu~Ilam-ski hall l



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL :16 Jamuari 1998

3) Tanggal masuk sebagai sekutu

4) Kewarganegaraan

5) Tanggal masuk sebagai sekutu

6) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
a) Direksi/Komisaris/ Pemilik dll
b) Nama Perusahaan
c) Alamat Perusahaan

2. Sekutu Pasif
a. Jumlah Sekutu Pasif
b. identitas
1) Nama Lengkap
2) Alamat tetap
3) Kewarganegaraan
4) Tanggal masuk sebagai sekutu
5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
a) Direksi/Komisaris/Pemilik dil
b) Nama Perusahaan
¢) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

A. Akte Pendirian
Nomor
Nama Notaris
Alamat

B. Jjin-ijin yang dimiliki
1) Jenis Jjin
2) Nomor
3) Dikeluarkan Oleh
4) Tanggal Dikeluarkan
5) Masa laku

C. Legalitas lainnya
1) Jenis legalitas
2) Nomor
3) Dikeluarkan Oleh
4) Tanggal Dikeluarkan
5) Masa laku

Acermatelic:\mydocu~I\lam-ski:hall
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

IIL DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha
1. Kegiatan Usaha pokok
2. Komoditi/Produk Utama

B. Kegiatan Usaha Lainnya

D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

E. Modal dan Saham

1. Modal Dasar (jutaan rupiah)
Modal Ditempatkan (jutaan rupiah)
Modal disetor(jutaan rupiah)
Banyaknya saham (lembar)
Nilai Nominai per saham (rupiah)
Modal Disetor Sekutu Aktif
Modal Disetor Sekutu Pasif

NowaAawN

F. Total Aset (jutaan rupiah)

G. Jumlah Karyawan

1. Domestik
2. Asing
H. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan
1. Produsen
2. Eksortir
3. Importir
4. Distributor/Wholesaler/Grosir
5. Sub Distributor
6. Agen
7. Pengecer

I. Kapasitas Produksi (khusus produsen)

Acermatel\c:\mydocu~am-sk:hal2 3



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamari 1998

PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

1. DATA UMUM
A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan

b. Nama Kelompok perusahaan/ Group
c. Alamat Perusahaan

d. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pefnbantu/Anak Perusa-
. haan/Kantor Agen/Kantor Tunggal
Merek Dagang
Lokasi Unit Produksi
Nasabah Bank
NPW
Bentuk Penanaman Modal
a. Tanggal Pendirian
b. Tanggal mulai kegiatan
c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga :
Jaringan Internasional
Jaringan Nasional
Waralaba Internasional
Waralaba Nasional
KSO
Mandiri

N LA LN

™o o oR

B. PENGURUS/SEKUTU

1. Jumlah Sekutu
2. Pengurus Utama
a. 1) Nama Lengkap
2) Tempat & tanggal lahir

b. 1) Alamat lengkap
2) Jenis bukti diri
3) Nomor dan tanggal
4) Tanda Tangan
c. Kewarganegaraan
d. Tanggal masuk sebagai sekutu

Acermatelic\mydocu~Itam-ski:hall



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 46 Janmuari 1998

e. Kedudukan dalam perusahaan lainnya
1) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
2) Nama Perusahaan
3) " Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

A. Akte Pendirian
1. Nomor
2. Nama Notaris
3. Alamat

B. Ijin-ijin yang dimiliki
1) Jenis Ijin
2) Nomor
3) Dikeluarkan Oleh
4) Tanggal Dikeluarkan
5) Masa laku

C. Legalitas lainnya
1) Jenis legilitas
2) Nomor
3) Dikeluarkan Oleh
4) Tanggal Dikeluarkan
5) Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHA AN
A. Jenis Kegiatan Usaha
1. Kegiatan Usaha pokok
2. Komoditi/Produk Utama

B. Kegiatan Usaha Lainnya

.........................

............................

D. Omazet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

Acermatel\c:\mydocu~I\lam-sk!:hall
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR  : 12/MPP/Xep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamiari 1998

E. Modal
Modal Persekutuan/Perusahaan (jutaan rupiah)

F. Total Aset (jutaan rupiah)
(perusahaan baru tidak wajib mengisi)

G. Jumlah Karyawan
1. Domestik
2. Asing

H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha
' Produsen

Eksportir

Importir

Distributor/Wholesaler/Grosir

Sub. Distributer

Agen

Pengecer

Mo e oPp

2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)
a. Kapasitas terpasang per tahun
b. Kapasitas produksi per tahun
c.. Kandungan komponen produksi :
- Lokal
- Impor

3. Jenis Usaha (khusus pengecer)
a. Swalayan/Supermarket
b. Toserba/Departemen Store
- c. Toko/Kios
d. Lainnya

Acermatel\c:\mydocu~t\lam-sk>:hal2
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR  : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

IV.KATEGORI PERUSAHAAN
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar
disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembanw/Agen/Perwakilan/Anak
Perusahaan.

A. Nama Perusahaan

B. Alamat Perusahaan
C. Status Perusahaan

D. Jenis Kegiatan Usaha

Acermatel\c:\mydocu-Iam-sk2:hat> 4



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamari 1998

PERUSAHAAN PERORANGAN
I. DATA UMUM
A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
b. Alamat Perusahaan
c. Status : Kantor PusatKantor Cabang /Kantor Pembantu/Anak
Perusahaan/Kantor Perwakilan/Kantor Tunggal
2. Merek Dagang (apabila ada)
3. Nasabah Bank
4. NPWP
5. a. Tanggal Pendirian
b. Tanggal mulai kegiatan

B. PEMILIK

1. a. Nama Lengkap

Tempat & tanggal lahir

o

2. a. Alamat lengkap
b. Jenis bukti diri
c. Nomor dan tanggal

3. Kewarganegaraan

4. . Kedudukan dalam perusahaan lainnya
a. Direksi/Komisaris/Pemilik dll
b. Nama Perusahaan
c. Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

A. Jjin-ijin yang dimiliki

1. Jenis Ljin
Nomor
Dikeluarkan Oleh
Tanggal Dikeluarkan
Masa laku

NN

Acermatelic:\mydocu~lam-ski:kall 1



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR 12/M'PP/Kep/1/1 998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

B. Legalitas lainnya

Jenis Ijin

Nomor

Dikeluarkan Oleh
Tanggal Dikeluarkan
Masa laku

nuhwLh -

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN
A. Jenis Kegiatan Usaha
1. Kegiatan Usaha Pokok
2. Komoditi/Produk Utama

B. Kegiatan Usaha lainnya

D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah) (apabila sudah berkegiatan)
E. Modal Perusahaan (jutaan rupiah)
F. Total Aset (jutaan rupiah)
G. Jumlah Karyawan
1. Domestik
2. Asing
H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan Usaha
a. Produsen
b. Eksportir
c. Importir
d. Distributor/Wholesaler/Grosir
e. Sub.Distributor
f. Agen
g. Pengecer

2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)
a. Kapasitas terpasang pertahun
b. Kapasitas produksi per tahun
c. Kandungan komponen produksi :
— Lokal

Acermatelic:Amydocu~Idam-ski:hall 2



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
' DAN PERDAGANGAN
NOMOR  : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamari 1998

- Impor

J. Jenis Usaha (khusus pengecer)
1. Swalayan/Supermarket
2. Toserba/Departemen Store
3. Toko/Kios
4. Lainnya

IV.KATAGORI PERUSAHAAN
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar
disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan/Anak Perusahaan

A. Nama Perusahaan
B. Alamat Perusahaan

~ C. Status Perusahaan
D. Jenis Kegiatan Usaha

Acermatel\c:\mydocu-Iam-sk2;hal> 3



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamari 1998 -

N NN

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1.

Nk LN

a.

b.

Nama Perusahaan
Jenis Usaha

Perum

Perusahaan Daerah
Lainnya

c.. Kelompok Perusahaan/Group (apabila ada)
d.
e.

Alamat Perusahaan
Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantuw/Anak Perusahaan/
Kantor Perwakilan/Kantor Tunggal

Merek dagang (apabila ada)
Lokasi Unit Produksi (apabila ada)
Nasabah Bank

NPWP

Bentuk Penanaman Modal

a.
b.

C.

Tanggal Pendirian
Tanggal mulai kegiatan
Jangka waktu berdirinya perusahaan

Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga :

e o o

Jaringan Internasional
Jaringan Nasional
Waralaba Internasional
Waralaba Nasional
KSO '

Mandiri

B. KOMISARIS ATAU PENGAWAS, DIREKSI/PENANGGUNG JAWAB

1.

Dewan Komisaris

a.
b.

Jumlah Komisaris

Komisaris Utama

1) Nama lengkap

2) Alamat tetap

3) Kewarganegaraan

4) Tgl mulai menduduki jabatan

5) Kedudukan dalam perusahaan lainnyva
a). Direksi/Komisaris/Pemilik dll

Acermate\c:\mydocu~1'lam-skl:hall 1



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

b). Nama Perusahaan
¢). Alamat Perusahaan

2. Dewan Direksi/Penanggung Jawab
a. Jumlah Direksi/Penanggung Jawab
b. Direkwur Utama/Penanggung Jawab
1) a) Nama Lengkap
b) Tempat & tanggal lahir

2) a) Alamat tetap
b) Jenis bukti diri
¢) Nomor dan tanggal
d) Tanda tangan
3) Kewarganegaraan
4) Tanggal mulai menduduki jabatan
5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
b) Nama Perusahaan
¢) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

A. Akte Pendirian

1.) Nomor:
2.) Pengesahan Pejabat yang berwenang

B. Jjin-ijin yang dimiliki
1) Jenis Jjin
2) Nomor
3) Dikeluarkan Oleh
4) Tanggal Dikeluarkan
5) Masa flaku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN
A. Jenis Kegiatan Usaha

1. Kegiatan Usaha Pokok
2. Komoditi/Produk Utama

Acermatellc:\mydocu~I\lam-sk1
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Jarmari 1998

G.

1.

2.

Acermatel\c:\mydocu~I\lam-sk2;hal>

. 1. Kegiatan Usaha Lainnya

Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah) (apabila sudah berkegiatan)

Modal dan saham

1. Modal dasar (jutaan rupiah)

2. Modal ditempatkan (jutaan rupiah)
3. Modal disetor (jutaan rupiah)

Total Aset (jutaan rupiah)
(perusahaan baru tidak wajib mengisi)

Jumlah Karyawan
1. Domestik
2. Asing

Kedudukan dalam mata rantai kegiatan Usaha
Produsen

Eksportir

Importir

Agen Tunggal

Distributor Utama

Grosir/Wholesaler

Sub. Distributor

Pengecer

SR Mo a0 o

Kapasitas Produksi (khusus produsen)
a. Kapasitasterpasang per tahun
b. Kapasitas produksi per tahun
c. Kandungan komponen produksi :
— Lokal
— Impor

()



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAR
DAN PERDAGANGAN
NOMOR  : 12A{PP/Kep/1 /1993
TANGGAL : 16 Jamuari 1998

3. Jenis Usaha (khusus pengecer)
Swalayan/Supermarket
Toserba/Departemen Store
Toko/Kios

Lainnya

o o

IV.KATEGORI PERUSAHAAN
(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar
disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantw/ Agen/Perwakilan/Anak
Perusahaan.

A. Nama Perusahaan

B. Alamat Perusahaan
C. Status Perusahaan

D. Jenis Kegiatan Usaha

Acermatel\e:\mydocu~1ilam-sk2;hall



Lampiran II : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Nomor 1 2/M'PP/Kep/1/1 998

Tanggal : 16 Jamuari 1998

[

V.LEMBAR TAMBAHAN KHUSUS PT TERBUKA

(hanya diisi Kantor Tunggal atau Kantor Pusat/Induk)

1. Tanggal Pernyataan Pendaftaran ...
2. Ijin Ketua BAPEPAM :

a. Nomor

.........................................................................

b. Tanggal

------------------------------------------------------------------------

3. Harga Nominal

........................................................................

4. Tanggal Pencatatan (Listing) ..ottt et
5. Tanggal Pencabutan Pencatatan
(Delisting)

........................................................................




KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN/KODYA :
PROPINSI :

DIISI OLEH KPP

Bentuk Perusahaan : Seri Formulir :

NO.

LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

NOMOR TANDA DAFTAR PERUSAHAAN :

BERLAKU S/D TANGGAL :

I. KETERANGAN PENDAFTARAN

Il. PENGENALAN TEMPAT

Penyerahan Pertama/Ulangan
Nomor Agenda

Tanggal

Paraf Petugas

Pengawasan/Penelitian Formulir
Tanggal :

Nama

Paraf Petugas

Pengesahan/Penolakan
Tanggal

d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan
Nomor >
Tanggal
Nama Pencatat

Paraf Petugas

e. Biaya Administrasi WDP

Nomor Resi
Biaya Administrasi :
Paraf Petugas

1. Propinsi

2. Kabupaten/Kodya
3. Kecamatan

4. Bentuk Perusahaan :

5. Sektor

oo Hh

6. Nomor Urut Daftar : | I

Perusahaan

lll. CATATAN

1. Alasan Penolakan

2. Lain -lain

Kakandepperindag
Kab/KOAYa .cvuarnsesmmmmsvmmusiniosninras
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Dati Il

NIP.




Lampiran [11 : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R]
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal © 16 Jamuari 1998

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R
FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Badan Hukum/ 3)
Badan Usaha
Kepada Yth
SAr e
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kab/Kodya ....cocooviviiiiiii
di -

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan :

a. Pendaftaran /) :  Baru 1 Ulang 2 D

b. Pembaharuan ke : I::I:l

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

1. Propinsi : Dj 3)| 3. Kecamatan : I:Dj3)

2. Kabupaten / Kotamadya 2)  : D:] 3)| 4.Kelurahan/Desa 2) : I:l:l:l 3)

5. Nama Perusahaan/ KopcruN)

6. Alamal Perusahaan / Koperasi 2)

ALamat lengRap @ oo e Kode Pos : : D:I:[:D

........................................................................... Nomor Telp / Fax / Telex //é

1) Lingkari kode, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia
2)  Coret yang tidak sesuai
3) 0 Duisi olel KPP



BLOK II : DATA 'UMUM PERUSAHAAN

1. Bentuk Badan Hukum / Badan Usaha

¢. Jika rincian 3.a bukan Kantor Tunggal atau Kantor Pusat, tuliskan nama dan alamat perusahaan yang langsung membawahi
perusahaan ini
1) Nama Perusahaan ettt eeeteeeeeeeetereteteeeeieteeuteeneeanetentanntertrent aaeaaae taeeenbeennenaetnettaorheerteeaeaneanes
2) ALAMAL PCIUSENOUI L i it ee e et ree e eae e e e ereentatet e et et e n et aa bt eaah oot areaeeatenenan

Nomor Telp/Fax/Telex @ ooviiiiiiiiiiiireeiiienns e /
Kabupaten / Kotamadya 2)

Propinsi PSPPI D_:'.?)

................................

PERSEROAN TERBATAS ( PT) 1 PERSEKUTUAN FIRMA (FA) 4 D
KOPERASI 2 PERUSAHAAN PERORANGAN ( PO) 5
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) 3 BENTUK PERUSAHAAN LAIN (BPL) 6
2. Nama Kelompok Perusahaan / Group (apabilaada) : Ij:[:’ 3)
3., Status Perusahaan /) D
Kantor Tunggal 1 Kantor Cabang 3 ----> langsung ke rincian 3.c
Kantor Pusat 2 Kantor Pembantu 4 ----> langsung ke rincian 3.c
Perwakilan 5 ----> langsung ke rincian 3.c
b. Jika rincian 3.a berkode 1 atau 2 (Kantor Tunggal atau Kantor Pusat), apakah merupakan anak perusahaan ? /) D
Ya 1 Tidak 2

Propinsi Kab/Kodya
L ettt ee ettt ettt aen e a ettt a ettt et et ea e aa e 3) 3)

4. Lokasi Unit Produksi (apabila ada)

5.a. Nasabah Utama Bank : 1. oo eae EI:D.?) K J USRI El:lj.?)

b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah : I____D

6. NPWP SillIIEEEEEEEEEEE

7. Bentuk Penanaman Modal /) D

PMA 1 PMDN 2 Non Fasilitas 3 Pes

1) Lingkari kode, dan pindahkan kode tersebut ke koak yang tersedia 2) Coret yang tidak scsuai 3) Diisi oleh KPP

~



BLOK II :

Tanggal Bulan Tahun
8. a. Tanggal Pendirian

: DATA UMUM PERUSAHAAN (LANJUTAN)

HEpEEREEEE
HEREEREEEN

¢. Jangka waktu berdirinya perusahaan

b. Tanggal Mulai Kegiatan

tahun

ooooooooooooooo

[T]

9. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga ( apabila ada ) 1)

_ Nomor : ........ PP
Jaringan Internasional | Waralaba Nasional 4 |:| ¢. Pemegang Hak Cipta (apabilaada) = .........................cocooiiiin
Jaringan Nasional 2 KSO 5 NNOIIOT 2 oovvvniiiiiiiie e e,
Waralaba Internasional 3 Mandiri 6

10, a. Merek Dagang (apabilaada) : ....................cocooiiiiiviiiiiiin,

------------------------------------------------------------------------------

b. Pemegang Hak Paten (apabilaada) : ...............ocooviiiviiiiniinnnn.

A. AKTE PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 3)
1. Akte Pendirian

Nomor

.............................................................................

Bulan Tahun

HEpEEREEEE

Tanggal

Nama Notaris

...................................................................

Alamat

....................................................................

....................................................................

Telepon

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN

2)  Coret vang tidak sesuai

2. Pengesahan Menteri Kehakiman / Menteri Koperasi /
Pejabat Berwenang 2)

Nomor

R
O D) I

3. Persetujuan Menteri Kehakiman Atas Akte Perubahan
Anggaran Dasar

Nomor

.............................................................................

Tanggal Bulan Tahun

HEpEEREERE

4. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar

Nomor

............................................................................

Tanggal Bulan

(1] ) 11

3)  Diisi oleh KPP




BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN. ( LANJUTAN )

B. LJIN - IJIN YANG DIMILIKI 4)

.....................................

------------------------------------------

Jenis Nomor Dikeluarkan Tanggal Masa
ljin Oleh Dikeluarkan Laku
1) 2) 3 4) (5)
Tanggal Bulan Tahun Tahun
(T T 3 | oo [ e HEEIEEIENIEEREIEE
Tanggal  Bulan Talwn Tahun
7 RO LT 3| oo e HEE NI
C. LEGALITAS LAINNYA 4)
Jenis Nomor Dikeluarkan Tanggal Masa
Legalitas Oleh Dikeluarkan Laku
Q) 2) 3 4 ()
Tanggal  Bulan Tahun Tahun
1. oo e | e | e HEIENIEEEENER
Tanggal  Bulan Tahun ‘Tahun
2

LTI T

|

/(

3)  Diisi oleh KPP

d)  Apabila ruangan pada formliv tidak cukup, agar ditlis pada lampiran tersendivi dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan siempel perusahaan

N



BLOK IV. A: DATA PIMPINAN PERUSAHAAN 5)

JUMLAH PIMPINAN PERUSAHAAN ( PADA KOLOM 2) :

L] =017,

LL] =011,

L) =C101. [C1J=0C1]

Kedu Tempat / Tanggal Lahir - Tanggal
dukan Nama Nomor Kode Mulai
No | dalam Lengkap Propinsi Kab / Kodya Tanggal Alamat Tetap Kode Telepon Kewarga | Menduduki
perusa Pos negaraan Jabatan
haan Kode Kode: Arca | Telepon
(1) @) Q) (@) (5) (6) ) (8) ©) (10) 1y | (2 (13) (14)

5) Pimpinan Perusahaan lainnya yang datanya belum terwulis pada blok ini, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tungani Dircktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

Keterangan Kolom 2 :
1. Pe PT) : 3. r 5. : Indonesia 01 India 09 Perancis 17
- Dirut / Dir Cabang / P Jawab 11 - Penanggung Jawab 31 - Pemilik / P Jawab 51 Malaysia 02 Arab Saudi 10 Italia 18
- Direklur 12 - Sekutu Aklif 32 6. Bentuk Perusahaan Lain {(BPL) : Singapura 03 Amcrika Serikal 11 Belgia 19
- Komisaris 13 - Sekutu Pasif 33 - Dirut/ Dir Cabang / P Jawab 61 Thailand 04 Kanada 12 Auslralia 20
- Sekulu Aktif Baru 34 - Direktur 62 Cina 05 Rusia 13 Selandia Baru 21
2. Koperasi_(kop) : - Sekutu Pasif Baru 35 - Komisaris 63 Taiwan 06 Inggris 14 __Lainaw——
- Pengurus 21 4. : Korea Selalan 07 Belanda 15
- Pengawas 22 - Dirut / P Jawab 41 Jepang 08 Jerman 16
- Sekutu 42

T RERT R

1

RN



BLOK IV. A : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN ( LANJUTAN )

Bila sebagai Pemegang Saham | Kedu
(Khusus Komisaris / Dircktur) dukan Nomor
Jumlah saham Jumlah modal dalam Nama Alamat Kode Felepon
yang dimiliki yang disctor perusa Perusahaan Perusahaan Pos
(lembar) (dalam rupiah) haan lain ’ Arca Telepon
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (16) (17)

Ketrangan Kolom _(14)_:

DIIST HANYA UNTUK DIREKTUR UTAMA / PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS KOPERASI / PEMILIK

Romisais ! JENIS NOMOR TANGGAL TANDA TANGAN
Pemilik ; BUKTI DIRI *)
emili :
Limnya 4 KTP 1
Tidak mempunyai N e e [ TR
kedudukan S ----> Langsung ke Blok V. Paspor 2
/l‘/

*) Lampirkan dokumen




BLOK IV. B: DATA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN 5)
' (KHUSUS PT /CV .

JUMLAH PEMEGANG SAHAM ( Selain yang menjabat sebagai Komisaris'dan Direktur / Sekutu Aktgf dan Sekutu Pas:f ) e I———D

Nama Nomor Kode Jumlah saham Jumlah modal
No Lengkap Alamat Tetap Kode Telepon Kewarga yang dimiliki yangdisetor
Pos negaraan (lembar) (dalam rupiah)
Area] Telepon
(1) (2) (3) @ () (6) ) (8 9

5) Pemecgang saham lain yang datanya belum tertulis pada Blok ini, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

Keterangan Kolo Khusus untuk petugas komputer :
Indonesia 01 Korea Selatan 07 Rusia 13 Belgia 19
Malaysia 02 Jepang 08 Inggris 14 Austratia 20 Kode pemegang saham ------ > 01
Singapura 03 India 09 Belanda 15 Selandia Baru 21
Thailand 04 Arab Saudi 10 Jerman 16 Lainnya 98
Cina 05 Amerika Serikat 11 Perancis 17
Taiwan 06 Kanada 12 Italia 18




BLOK V: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha

KLUI 3)

1. Kegiatan Usaha POKOK 1 ..o e e e e ee e L' I | | ]
2. Kegiatan Usaha Lain ¢) :
e ettt [(ITTT]
D e ettt e e LI T
e ettt e e et e e ettt e et e e e e e e e et h e et e e en et | | l | | ]
e e ettt (TTT1]
RN | | | | | |
Kode Komoditi 3)
3. Komoditi / Produk Utama e i e et e et e e n e et e e et e e D:I:D
4. Komoditi/ Produk Lain 4) : "
B ettt (TTT]
De ettt et oo oo (TTT]
Ch ettt et e e e e ee e LI T T]
B et ettt e (T T1T]
e

...................................................................................................................................................

B. Omset penjualan perusahaan ini per tahun ( dalam rupiah) : Rp
(apabila sudah berkegiatan)

.....................................................................

( Terbilang :

3) Diisi oleh KPP
4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan




BLOK V: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN ( LANJUTAN )

C. Modal dan Salam (dalam rupiah)

KHUSUS PT/CV/FA/PO/BPL

i

Jenis Modal dan Saham Perseroan Persekutuan Persekutuan Perusahaan Bentuk
Terbatas ( PT) Komanditer (CV) Firma (FA) Perorangan ( PO) Perusaha lain ( BPL)

()] @ 3 @) &) (6)

-—

Modal Dasar e S O S (TSP
Modal Ditempatkan =~ | ceeveiiiiniini [ b
Modal Disetor = | e | rrrriiiiiiiieciieeees L e e e

Banyaknya Saham ([e,nbar) .......................................................

Nilai Nominal per Saham .......................................................

..........................

Modal Disetor Sekutu Aktif
Modal Disetor Sckutu Pasif

..........................

Modal Persekutuan @ | | e

© ® N O O~ w0 N

Modal Perusahaan

........................

KHUSUS KOPERASI

Jenis Modal | Nilai Jenis Modal Nilai

) ) M €)

1. Modal Sendiri : : 2. Modal Pinjaman :

Simpanan Pokok | T a. Anggota | e

...................................................

a.
b. Simpanan Wajib | s . Koperasi Lain

...................................................................................................

b
Dana Cadangan C. Bank
4 Hibah | e d

o

Lainnya




BLOK V: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN ( LANJUTAN ) - ' -

.. BLOK VI +DATA KHUSUS PERUSAHAAN

D. Total Aset (dalam rupial ) : RP. .....ccoooviviiviiiniiiiiiiiiiiiiiiieinns
(perusahaan baru / koperasi baru tidak wajib mengisi)

E. Jumlah karyawan pada perusahaan ini :

1. WNI orang
2. WNA orang I:I:I:I::l
Jumlah Ll orang EI:I:D

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha 1) :
(Hanya diisi untuk sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian,
Industri Pengolahan dan Perdagangan)

Produsen 1 Sub Distributor 16
Eksportir 2 Agen 32
Importir 4 Pengecer 64

Distributor/Wholesaler/Grosir 8

1. Jika Rincian F kode 1 dilingkari (Produsen), untuk perusahaan yang
menggunakan mesin

a. Kapasitas terpasang  : ................... Satuan:.................. EI:l 3)
b. Kapasitas produksi D e Satuan:................. 3)
per tahun ED

¢. Kandungan komponen produk

Lokal :........covviiiiinn. %

Impor ... %

2. Jika Rincian F kode 64 dilingkari ( Pengecer ) jenis usaha 1) :

Swalayan / Supermarket 1 Toko / Kios 3 D
Toserba / Departmen Store 2 Lainnya 4
(v, )

HERE

'KHUSUS PT |
4, Jenis Perusahaan 1) : D
Swasta 1 _.
Swasta Terbuka / Go Public 2 ---->Isi lembar khusus PT Terbuka
Persero 3
Persero Terbuka / Go Public 4 ----> Isi lembar khusus PT Terbuka
Perusda 5
Perusda Terbuka / Go Public 6 ---->Isi Iembar khusus PT Terbuka
KHUSUS KOPERAST
1. Kategori Koperasi 1) : D
KUD 1 Non KUD 2
2. Bentuk Koperasi 1) : D
Primer 1 Sekunder 2
3. Jenis Koperasi 1) : D
Kredit 1 Serba Usaha 4
Konsumsi 2 Lainitya 5
Produksi 3 (e, )
4. Jumlah Anggota :............... orang / Koperasi l:l:l:l___l
'KHUSUS BENTUK PERUSAHAAN LAIN J
5. Jenis Perusahaan 1) : D
Perum 1
Perusahaan Daerah 2
Lainnya 3

1) Lingkari kode-kode yang sesuai, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia.

3) Diisi oleh KPP




1]

BLOK VII : KATEGORI PERUSAHAAN
[ Kantor Tunggal tidak perlu mengisi] _

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat / Induk, Agar disebutkan setiap Kantor Cabang / Kantor Pembantu /
Perwakilan 4)

Kode
No. [ Nama Perusahaan Alamat Perusahaan | Kode | Nomor Telepon Propinsi Kab / Kodya status | Jenis Kegiatan | KLUI
Pos - perusa Usaha 3)
Area | Telepon | Kode Kode | haan
(1) 2 (3) 4) (5 (6) ) (8) (&) (10) (11) (12) (13)

3) Diisi oleh KPP

Keterangan Kolom (11) :

Kantor Cabang 01 Perwakilan 03
Kantor Pembantu 02 Anak Perusahaan 04

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampioran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

BLOK VIII : PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternvata tidak benar, maka kami
bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

................................. I I

Tanda Tangan
Dirut / Penanggung jawab 2)
Cap / Stempel Perusahaan Materai
Nama oo
Tembusan Jabatan ...
1. Dirjen PDN /KKPP Tingkat Pusat
2. Kakanwil Depperindag ...............coevvvuniivuneennennnn. / KKPP Dati |

3. Perusahaan yang bersangkutan

) Coret yang tidak sesuat




LAMPIRAN BLOK VII

DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN JENIS KEGIATAN USAHA
KANTOR CABANG / KANTOR PEMBANTU / PERWAKILAN / ANAK PERUSAHAAN
( APABILA PENGISIAN FORMULIR DILAKUKAN KANTOR PUSAT /INDUK )

Propinsi L ettt h et eheete et eaeeteteetiet et eea ettt ea et eaeaaeaetetr et etrareaaenrraernes Dj 3)

Kabupaten / Kotamadya ... i e e [:D 3)
Nama Perusahaan Kantor Pusat / Induk D ettt eee et eee ettt et e et ettt st e e e et e e e eae
: Kode
No. | WNama Perusahaan Alamat Perusahaan | Kode | Nomor Telepon Propinsi Kab / Kodya status | Jenis Kegiatan | KLUI
Pos perusa Usaha 3)
Area | Telepon Kode Kode | haan
1 (2) (3) 4 (%) (6) (M (3 9 (10) (1m (12) (13)
3) Diisi oleh KPP ' ’

Keterangan Kolom (11) :

Kantor Cabang 01 Perwakilan 03
Kantor Pembantu 02 Anak Perusahaan 04




Lampiran V1! : Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan

Nomor 112/MPP/Kep/1/1998

Tanggal 216 Yamuari 1998

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN/KOTAMADYA ...couuiiinnireecnncenceneernnescanes -

TENTANG
PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II

Menimbang : bahwa setelah diberi peringatan .............cceeeeiiiiniiiiiiiiiiee e, ternyata perusahaan
....................................... masth menjalankan kegiatan usaha yang tidak  sesuai
dengan izin usahanya, maka periu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/Kp/il/1984 tanggal 24 Pebruani 1984 tentang
Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Membaialkan dari Daftar Perusahaan atas nama
Perusahaan
Alamat Perusahaan
Nomor TDP
KEDUA : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
Keputusan ini diwajibkan melakukan pendaftaran ulang atau dapat mengajuican keberatan
tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Kepala KPP Tingkat I dengan tembusan
kepada Kepala KPP Tingkat Pusat dan Kepala KPP Tingkat Il dalam jangka waktu 12 (dua belas)
hari kerja setelah menerima pemberitahuan jni Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditstapkan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA KPP TINGKAT I
G e e )
Tembusan : NIP. i ceeeeeceieeee

1. Dirsktur Pendaftaran Perusahaan
2. Kepala KPP Tingkat
3. Yang bersangkutan.

Lam VII - hal 2
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Lamptran VIII : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1.

Nomo:  :12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal 116 Januari 1998
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

TINGKAT II KABUPATEN/KODYA ............

NOMOR :..coevveeneeeaennnn

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN

DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

bahwa berdasarkan surat ................ Nomor .............
tanggal.............. perihal keberatan pembatalan dan berdasarkan

bukti-bukti yang terkumpul , maka perlu dilakukan penolakan
Keberatan Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajid
Daftar Perusahaan (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3214);

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor
..................... tanggal............... tentang
Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor
tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat II

Kabupaten /Kodya Nomor............... Tglooooooen el tentang
Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan ata.s/

nama perusahaan ..................



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

Lampiran VIII : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R_I.
Nomor :12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal ‘16 Jamuari 1998

MEMUTUSKAN

: Menolak pengajuan  keberatan terhadap pembatalan Daftar

Perusahaan dan Tanda Dafiar Perusahaan atas nama :

Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP

: Kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA Keputusan ini, wajib melakukan pendaftaran ulang
paling lambat 12 hari kerja terhitung mulai tanggal diterbitkannya
Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA KPP TINGKAT II

................................................

1. Direktur Perdata Ditjen Kumda: g Depkeh;
2. Kepala Kantor Pendaftaran Tingkat Pusat;
3. Kepala Kantor Pendaftaran Tingkat I.

LAMVIIT - HAL 3



Lampiran IX : Keputusan Menter Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 12/MPP/1/1998
Tanggal "16 Jamari 1998
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPAL A KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
TINGKAT I KABUPATEN/KOTAMADYA ..oooooonineenen .

TENTANG

' PENERIMAAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN

DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

: bahwa berdasarkan surat................ Nomor .............

tanggal.............. perihal keberatan pembatalan dan berdasarkan
bukti-bukti vang terkumpul , maka keberatan pembatalan Daftar
Perusahaan danTanda Daftar Perusahaan.................

: 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
....................... tanggal ......................... tentang
Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaar...

Surat Kcputusan Kepala KPP Tingkat I Kabupaten/Kodya
Nomuor.............. Tanggal......... tentang Pembatalan Daftar
Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama

MEMUTUSKAN

: Menenma pengajuan keberatan terhadap Pembatalan Daftar

Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama -~



Lampiran IX :Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor :12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal 116 Jamugri 1998

Perusahaan
Alamat Perusahaan
Nomor TDP
KEDUA Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Il Kabupaten/
Kotamadya .........coiiiiiiiiiiiiiii i,
mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan
Tanda Daftar Perusahaan atas nama perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
KETIGA :  Keputusan ini tulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ........ccccooiiiiiiiiiiiann....
PadaTanggal .................0cevveeeennenen..

........................................

........................................

Tembusan :

1. Direktur Perdata Ditjen Kumdang Depkeh;
2. Kepala KPP Tingkat Pusat;
3. Kepala KPP Tingkat I.

Lamoran x:97



Menimbang

Mengingat

Menetapkan
. PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Lampiran X : Keputusan Menteri Perindustrian

. dan Perdagangan
Nomor: : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal 116 Januari 1998

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN/KOTAMADYA ..cccovociueninnrnnnnnnannannaacecn
NOMOR :..coceuiriincaseciececcocreseneones

TENTANG
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II

................................... . petlu menghapus pendaftaran perusahaan
tersebut dari Daftar Perusahaan.

: 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214),

2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor ............ tanggal ...1997 tentang
Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

MEMUTUSKAN

. Menghapus dari Daftar Perusahaan
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Nomor TDP

: Penghapusan Daftar Perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA
disebabkan Karena ...........cccooiiiiieiiiiiiiiii i e e

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA KPP TINGKAT i

Tembusan :

9~

Kantor
Daerah

Direktur Pendaftaran Perusahaan

Pendaftaran Perusahaan
Tingkat [

3. Yang bersangkutan.

fam X



Lampiran XI :Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor :12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal :16 Jamari 1998

" REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN TINGKAT II
KABUPATEN/KOTAMADYA ...ooooononn . .
NOMOR :....ccovaenan.n. ...

TENTANG
- PENDAFTARAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Menimbang : bahwa berdasarkan  permohonan........... 1) Nomor:
....... tanggal........bertindak selaku Liquidator PT........dalam
rangka pendaftaran  pembubaran karena.......2), peru
menghapus Daftar Perusahaan tersebut. -

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indcnesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
'3214),

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3587);
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor ........ tentang Penyelenggaraan Wajib  Daftar
Perusahaan
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Menerima  Pendaftaran  Pembubaran Perseroan atas
permohonan ....... 3) alamat............. bertindak selaku

Liquidator : <




Lampiran XI :Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Jarmari 1998

Perseroan Terbatas
Alamat Perusahaan
Nomor TDP

KEDUA : Menghapus pendaftaran perusahaan tersebut pada Diktum
PERTAMA dari Daftar Perusahaan. )

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ......................coooeenl.
Pada Tanggal ..................................

KEPALA KPP TINGKAT II

Tembusan :

Direktur Perdata Ditjen Kumdag Depkeh;
Kepala Kantor Pendaftaran Tingkat Pusat;
Kepala Kantor Pendaftaran Tingkat I.

@ 1
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Lampiran XII :Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Jamuari 1998

Nomor : 1997
Lampiran :
Perihal :Panggilan Kepada Yth.

di -

No. ..ccovrennnne. tanggal .................. , dengan ini dlharapkan
kedatangan Saudara untuk diminta keterangannya secara langsung tentang
pengajuan keberatan tersebut, pada :

Tanggal
Jam

Tempat

Demuikian untuk menjadi maklum.

Kepala KPP Tingkat I
Kabupatern/Kodya ............

Tembusan :
I. Kepala KPP Pusat
2. Kepala KPP Tingkat [



Lampiran XIII : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor  :12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal :16 Jamari 1998

Berita Acara Pemeriksaan Pengajuan Keberatan

Nomor :
Pada hari ini..................tanggal........(.................)bulan ... ...l
Nama
NIP
Pangkat/Gol.
Jabatan

Berdasarkan : 1. Surat Perintah Tugas Nomor :
2. Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1982 u:ntang Wapo Daftar Perusahaan.

3. Pasal 24 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Telah melakukan pemeriksaan atas keberatan terhadap data perusshaan
Nomor TDP .................., vang diajukan oleh :
Nama :
Alamat
Perusahaan
Alamat Perusahaan

Dengan disaksikanoleh: 1. Nama
Jabatan :

2 Nama
Jabatan :
Uraian Singkat Pemeriksaan :
1.
2.

Hasil Pemeriksaan

1.
-

L.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pengajuan Keberatan ini dibuat dengan sebenamya.

. 1997
Yang diperiksa,
Kepala KPP Tk. Pusat/Tk. /Tk.II
Saksi - saksi NIP.
1. Nama
(TT)
2. Nama

(TT)



Lampiran XIV : Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal 116 Jamari 1998
REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN TINGKAT II
KABUPATEN/KOTAMADYA ......cccoeruiimmnrrenncnnnennenne.
NOMOR : ...c.onrriiiniinciccnarnocansncanns
TENTANG

PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN TINGKAT II

Meaimbang : bahwa berdasatkan pengajuan surat  keberatan atas nama Sdr. .......... tanggal
............... dan hasil pemeriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Nomor : ............ tanggal ............tahun............... LA,
, maka perlu menyatakan penolakan atas pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang
wajibdxdaﬁarhanpadaDaﬁarPcrusahaanatasnama eeeeeens
Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3214), .
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor .......... tanggal ............. tentang
Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaar;
MEMUTUSKAN
Meuetapkan :
PERTAMA : Menolak keberatan yang dxa_]ulmn oleh:
Namia
Alamat
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
KEDUA : Daftar Perusahaanatasnama ...................ccoevveienne, dinyatakan tetap berlaku.
KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditctapkan di
Pada tanggal
KEPALA KPP TINGKAT II
Tembusan :
1. Direktur Pendaftaran Perusahaan
2. Kepala KPP Tingkat [ QO
3. Yang bersangkutan. NP, ..............

Larnp SK nmen xvii



Lampiran XV : Keputusan Menteri Perindustrian
. dan Perdagangan

Nomor 12/MPP/Kep/ 1/1998

Tanggal 116 Januari 1998

REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN TINGKAT II

KABUPATEN/KOTAMADYA .......cccecuueuunrrnnnn...
NOMOR :.....ccocevieiiiiirniiiiiineenennnne,

TENTANG
PENERIMAAN PENGAJUAN KEBERATAN

- KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN TINGKATH -

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n Sdr. ... ....... tanggal... ....dan
hasil perueriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Nomor : ..... . tanggal ...... tahun ...... ,di L , maka perlu

menyatakan penolakan atas pengajuan Leberatan terhadap hal-hal yang wajib
didaftarkan pada Daftar Perusahaan atas nama ...

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusazhaan
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3214),
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor ...... ... tanggal ............. tentang
Penyelcnggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

MEMUTUSKAN

: Menerima keberatan yang dxajukan oleh:

Nama

Alamat

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

: Daflar Perusahaan atas nama ....... .... . dinyatakan tidak berlaku dan

terhadap Pcmll1l\/Pt:ngurus/PcnawggunD )awab pcrusahaan yang bersangkutan
diwajibkan untuk melakukan pembetulan atau pendaftaran ulang dalam jangka
waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA KPP TINGKAT II

1. Direktur Pendaftaran Perusahaan
2. Kepala KPP Tingkat I



Lampiran XVI: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdwn R.L

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
T anggal : 16 Jamuari 1998

PETUNJUK UMUM PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
PELANGGARAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENDAHULUAN

AUMUM

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU-
- WDP) telah dilaksanakan secara penuh mulai tanggal 1 Juli 1985, pelaksanaan
pendaftaran ini melibatkan pegawai di lingkungan Departemen Perindustrian
dan Perdagangan yang terkait dalam penyelenggaraan Wajib Daftar
Perusahaan (WDP) di seluruh Indonesia.

2. Agar supaya pelaksanaan pendaftaran  dapat mencapai sasaran, Yyaitu
tersedianya sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang
menyangkut dunia usaha dan perusahaan di Indonesia dan perlindungan
terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur, maka UU-WDP
ditetapkan pula ketentuan yang mengatur upaya penegakan hukum, yaitu Pasal
36 yang berbunyi ;

Ayat (1)
“Selain dari pegawai penyidik umum, kepada pegawai Instansi Pemerintah yang
ditugasi untuk melakukan pengawasan atag Wajib Daftar Perusahaan diberi juga

‘wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan
dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”.

Ayat (2)

“Penyidikan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku™.

3. Upaya penegakan hukum ini erat hubungannya dcngan pasal-pasal lainnya,
antara lain Pasal 10 dan Pasal 37 ayat (1) yang mengatur saat kapan suatu
perusahaan harus mendaftarkan perusahaannya.

Pasal 10 menetapkan bahwa :

“Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah
perusahaan mulai menjalankan usahanya”.



Lampiran XVI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.1.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Taggal 46 Januari 1998

Ini berarti bahwa apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah perusahaan
memiliki ijin usaha dari Instansi Pemerintah yang berwenang atau lembaga yang
ditunjuknya belum juga melakukan pendaftaran, akan terkena sanksi pidana.

Demikian pula halnya dengan Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki ijin usaha berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya
Undang-undang ini, wajib didaftarkan pada kantor-kantor pendaftaran
perusahaan menurut ketentuan Undang-undang ini dalam jangka waktu satu
tahun setelah Undang-undang ini diundangkan”.

.Sehubungan dengan pasal-pasal tersebut, Pemerintah di dalam wusahanya

menciptakan tata tertib dunia usaha, melakukan kegiatan-kegiatan yang
mengarah pada tindakan preventif, yaitu penyuluhan-penyuluhan, baik di
Pusat maupun di Daerah.

Setelah pendaftaran perusahaan ini berjalan, maka upava penegzkan hukum ini
periu dilaksanakan, mengingat masith banyaknya perusahaan yang belum
didaftarkan atau telah terdafiar akan tetapi data lainnya ternyata tidak benar.
Hal ini memberikan indikasi adanya pelanggaran tethadap ketentuan UU-WDP
tersebut.

Penerapan sanksi pidana ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kondisi dunia usaha serta kesiapan. pelaksanaannya. Pentahapan ini perlu dan
sesuai dengan jiwa UU-WDP itu sendiri yang bersifat edukatf, artinya
mendidik pengusahz agar dalam melakukan usahanya bertindak secara jujur.

Dalam rangka melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib
Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) melakukan koordinasi dengan Kepolisian
Republik Indonesia (PCLRI) sesuai ketentuan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk ini dimaksudkan untuk memberikan pegangan bagi Pengawas dan PPNS-
WDP dalam melaksanakan pengawasan dan penyidikan pelanggaran ketentuan UU-
WDP agar diperoleh keseragam pengertian dalam pelaksanaan tugas, schingga
penyelenggaraan UU-WDP dapat berdayaguna dan berhasilguna.

C. RUANG LINGKUP DAN PENGERTIAN

1.

Ruang lingkup petunjuk ini mencakup pelaksanaan tugas pegawai di
lingkungan Departemen Perindustnian dan Perdagangan yang berwenang

melakukan pengawasan dan penyidikan sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 36
'

(L)



Lampiran XVI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor :12/MPP/Kep/1/199€

T anggal ‘16 Jamari 1998

UU-WDP dan meliputi pula pelaksanaan l\cgasama dengan pihak Kepolisian,
Kejaksaan dan Kehakiman.

. Pengertian

a.

Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan adalah
setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah
Negara Republik Indonesia, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor
pembantu, anak perusahaan serta perwakilan dari perusahaan itu yang
mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian (Pasal 7 UU-WDP).

Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan
hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.

Pelanggar UU-WDP adalah pengusaha yang melanggar ketentuan UU-
WDP dan peraturan pelaksanaanya.

Wujud kerjasama adalah berbentuk tim atau bentuk lainnya vang
anggotanya dapat terdiri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman yang dibentuk

Galam rangka penanganan pelanggar UU-WDP.

Tindak Pidana di bidang WDP adalah kejahatan atau pelanggaran yang
tercakup dalam UU-WDP dan peraturan pelaksanaanya.

Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah) dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI No. 2 Tahun 1986 besar jumlah dendanya dapat disimpangj
sesuai dengan kebutuhan praktek yang harus dilandasi olch jiwa dari acara
pemeriksaan cepat itu sendiri. Khusus ketentuan pidana dalam UU-WDP
menurut Surat Mahkamah Agung RI No.414/TU/1988/1098/PID tanggal
27 April 1988, jumlah dendanya setinggi-tingginya antara Rp. 1.000.000,00
(satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pengawasan adalah kegiatan pengawas yang dilakukan sebelum
pendaftaran, pada saat pendafiaran dan setelah pendaftaran.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS-WDP dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti
tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana dimaksud
dalam UU-WDP dan guna mencmukan tersangkanya. <

W
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k. Pengertian jenis-jenis usaha

Agar dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai pengertian jenis
usaha, perlu kita melihat ketentuan Pasal 1 o dan d UU-WDP.

Menurut Pasal tersebut, setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun
dalam bidang perekonomian yang dilakukan untux tujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba disebut sebagai usaha.

Jenis-jenis usaha yang termasuk dalam bidang perekonomian adalah
sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia
(KLUI) yang disusun berdasarkan International Standard Industrial
Classification of All Economic Akctivities (ISIC) 1968, terdiri dan 10
Sektor / kegiatan ekonomi, yaitu :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
L))

9)

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuhan, dan Perikanan.
Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas dan Air

Bangunan

Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan serta Hotel

Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi

Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa
Perusahaan

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

10) Kegiaian yang belum jelas batasannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1988 jo. Keputusan Menteri Perindustiian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor ..................ce....... , terdapat 7 (tujuh) macam
usaha atau kegiatan, yang tidak dikenakan ketentuan di atas, yaitu :

1. Pendidikan formal (jalur sckolah) dalam segala jenis dan jenjang
yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan
usaha.

2. Pendidikan non formal (jalur Iuar sekolah) yang dibina oleh

Pemerintah dan diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam

bentuk badan usaha.

Jasa Notaris.

Jasa Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum.

Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter yang

tidak dikelola oleh badan usaha.

Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha.

Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha.

W

:Jn

N o
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II. RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

A. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

1. Pengawasan dalam penyelenggaraan WDP ini diklasifikasikan scbagai berikut :

2

2y

a. Pengawasan terhadap pelanggaran yang disengaja maupun yang tidak
sengaja karena ketidak tahuan atau kurang memahami tujuan dan cara-cara
pendaftaran ataupun sengaja untuk menyesatkan pihak lain; .

b. Pengawasan terhadap pelanggaran yang diduga sebagai tindak pidana serta
menentukan apakah atas hal itu dapat dilakukan penyidikan atau tidak;

Pengawasan tersebut di atas dilakukan sebelum pendaftaran, pada saat
pendaftaran dan setelah pendaftaran,

B. RUANG LINGKUP PENYIDIKAN

Ruang lingkup penyidikan meliputi :
1. Deskripsi tentang tugas, kewajiban dan kewenangan PPNS-WDP;

2. Petunjuk teknis penyidikan oleh PPNS-WDP;
3. Koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRIL

C. KEWENANGAN PPNS-WDP

1.

Melakukan penyidikan tindak pidana dibidang WDP berdasarkan surat
perintah dari Pejabat berwenang; .
Melakukan penelitian atas kebenaran laporan dan keterangan berkenaan
dengan pelanggaran ketentuan UU- WDP;

Melakukan penelitian terhadap pengusaha yang diduga melakukan pelanggaran
ketentuan UU-WDP;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari pengusaha sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana dibidang WDP;

Memanggil orang atau pengusaha untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangxa atau saksi dengan surat panggilan;

Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bukti-bukti
yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang WDP dan meiakukan penyitaan
barang bukti guna proses pengadilan;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang WDP;

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
Jawabkan; ‘
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9. Melakukan konsultasi dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan
tugasnya, antara lain : Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sesuai dengan
tingkat wilayah kewenangan masing - masing;

10. Kewenangan lainnya adalah sebagaimana diatur dalam Instruksi Bersama
antara Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan Kepolisian
Republik Indonesia. Dalam melakukan tugas penyidikan sebagaimana tersebut
diatas, PPNS WDP tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

III. PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
A. TATA CARA PENGAWASAN KEPADA PENGUSAHA

l: Dasar Hukum

a. Dasar hukum dari kegiatan pengawasan adalah Pasal 36 ayat (1) UU-WDP
Pasal 36 ayat (1) ini menetapkan bahwa :
& e kepada pegawai Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk
melakukan pengawasan atas WDP diberikan juga wewenang untuk
melakukan penyidikan ................... “,

b. Pasal 36 ayat (1) ini apabila kita perhatikan dengan scksama mempunyai
kaitan dergan pasal-pasai lainnya dari Undang-undang tersebut, yaitu
antara lain : '

Pasal 19
“Menteri menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan kantor-

kantor pendaftaran perusahaan”.

Pasal 20

“Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran
yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusaha-
an menetapkan pengesahan atau penolakan ............. ... ",

Pasal 21 ayat (1)

“Apabila pejabat yang berwenang dari kantor pendafiaran perusahaan me-
ngetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah di-
lakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar

”

atau bertentangan dengan ketertiban umum dengan kesusilaan ..... .

Pasal 28 ayat (1)

“Dalam hal perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan
usaha yang tidak sesuai dengan ijin usahanya, pejabat kantor pendaftaran
perusahaan setelah memberikan peringatan dapat membatalkan pendafia
rannva”.
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c. Pasal-pasal dalam UU-WDP ada.yang secara jelas menggunakan istilah
pengawasan [Pasal 36 ayat (1)] dan ada yang tidak. Namun sebenamya
didalamnya terkandung unsur pengawasan (Pasal 19, 20, 21 dan 28).

2. Pembinaan kepada dunia usaha

a. Sebelum dilaksanakan pengawasan, terlebih dahulu dilaksanakan
pencrangan / penyuluhan yang antara lain dilakukan melalui media cetak
atau media elektronik serta tatap muka dengan assosiasi / kelompok usaha
maupun dengan pengusaha.

Dalam penerangan / penyuluhan tersebut perlu dijelaskan mengenai
tujuan pendafiaran , tata cara pendaftaran, pengisian formulir pendaftaran
sampai dengan terbituya TDP, dan hal - hal lain scperti Kemungkinan
terjadinya perubahan dan penghapusan, serta sanksi nya bagi mereka yang
tidak melaksanakan ketentuan UU-WDP,

Para petugas penyelenggara dan pelaksana WDP di Kandeperindag,
Kanwildeperindagdag, dan Ditjen Dagri wajib memberikan penjelasan
kepada para pengusaha yang meminta informasi, maupun yang melakukan
pendaftaran. :

b. Apabila pada waktu penyampaian kembali formulir pendafiaran ternyata
diketahui terdapat kekurangan persyaratan atau cara pengisian formulir
pendafitaran yang tidak lengkap, maka petugas penyelenggara wajib
meminta kepada pengusaha untuk melengkapi kekurangannya.

3. Pengawasan dalam rangka pengamatan

Kegiatan utama dari pcngawasan ini adalah adalan berupa pengumpuian data
atau keterangan yang dapat memberi petunjuk bahwa suatu perusahaan belum
melaksanakan pendaftaran atau telah melakukan pendaftaran yang diragukan

kebenarannya.
Kegiatan yang dilakukan adalah :
a. Pengawasan sebelum pendaftaran.

1. Melakukan pengamatan, penelitian dan pengecekan kewilayah lokasi
perusahaan yang belum mendaftarkan, dengan cara mencocokkan data
yang ada, tanpa mendatangi langsung perusahaan yang bersangkutan,
kecuali PPNS-WDP

2. Memantau formulir pendaftaran vang telah diambil oleh pengusaha -
yang bersangkutan.
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b. Pengawasan pada saat pendaftaran

1. Melakukan penelitian terhadap formulir pendaftaran Yang telah diisi
lengkap dengan mencocokan dokumen yang ada (pengujian formal).

2. Pengujian materiil terhadap isian formulir pendaftaran Yang hanya
dilakukan oleh pengawas PPNS-WDP. ;

3. Memantau dan memberi peringatan/teguran kepada perusahaan yang
ditolak pendaftarannya atau telah mengambil formulir pendaftaran
jangka waktu 12 (dua belas) hari kega sejak diterimanya
pemberitahuan penolakan tersebut.

c. Pengawasan setelah pendaftaran

1. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki
pada unit penyelenggara WDP apabila ditemukan pengisian formulir
yang tidak benar/lengkap atau tidak sesuaj dengan keadaan sebenamya
(kebenaran materiilnya diragukan).

2. Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kepada’

pengusaha yang disangika melakukan pelanggaran untuk melengkapi
kekurangan dan n.emperbaiki kesalahan/kekeliruan maksimal 3 x
berturut-turut.
Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya
peringatan terakhir, peagusaha belum melaksanzkan kewajibannya,
maka kasus ini diserahkan kepada PPNS-WDP untuk dapat dilakukan
pengawasan yang lebih intensif yang diarahkan untuk menentukan
dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

4. Pengawasan untuk mencari atau menemukan tindak pidana di bidang
WDP.

Pengawasan ini dilaksanakan oleh PPNS-WDP yang pada dasamya, diarahkan
untuk menentukan apakah terhadap suatu peristiwa vang diduga tindak pidana
di bidang WDP sebagaimana dimaksud pada butir 3 ¢.2 dapat dilakukan
penyidikan atau tidak. y
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Kegiatan yang dilakutan adalah :
a. Sebelum Pendaftaran

- Melakukan pengumpulan bahan keterangan, antara Jain menerima
informasi dari pihak lain; .
= Melakukan raza.

b. Sesudah Pendaftaran

~ Melakukan penelitian dokumen di unit penyelenggara WDP;

— Melakukan pengamatan lapanigan/pengecekan ke lokasi perusahaan;
~ Melakukan raza;

- Pengumpulan bahan keterangan.

Jenis-jenis pengawasan tersebut diatas dapat dikembangkan sesuaj
kebutuhan teknis operasional berdasarkan ketentuan Yang berlaku.

Apabila setelah dilakukan pengawasan tersebut di atas, ternyata diternukan
hal-hal yang diduga merupakan tindak pidana, maka dilakukan penyidikan
sesuai ketentuan yang berlaky. ' '

B. TATACARA PENY IDIKAN KEPADA PENGUSAHA

Tatacara penyidikan berpedoman pada Instruksi Bersama Menteri Perdagangan

dan KAPOLRI Nomor : 32/INS/M/VTTT/90 tentang  Petunjuk Kerjasama
INS/04/v11/90

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang WDP.

IV. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
A. PENGENDALIAN
1. Pembinaan Pegawai Penyelenggara WDP

Pembinaan pegawaj dj lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Yang terkait dalam penyelenggaraan WDP tunduk pada peraturan-peraturan
kepegawaian yang berlaku. Dalam upaya pembinaan dan pengawasan pegawai
tersebut terkait Unit-unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat
Perdagangan Dalam Neger, Kantor Wilayah Departemen Perindusirian dan
Perdagangan dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sesuai
dengan tugas dan kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan yang
berlaku. ~
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Pengawas dan PPNS-WDP dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada
Petunjuk ini. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS-WDP berada
dalam koordinasi dan pengawasan Penvidik Kepolisian Republik Indonesia dan
Penyelenggara WDP Tingkat Pusat.

2. Pembinaan Teknis

a. Dalam rangka mewujudkan kemampuan pegawai penyelenggara WDP
dalam menanggulangi pelanggaran atau kecenderungan terjadinya
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang WDP perlu diadakan
pembinaan secara berkesinambungan, yaitu '

1) Penataran dan penyuluhan sesuai kebutuhan disetiap KPP Tingkat I,
khusus mengenai Pendidikan PPNS-WDP dilakukan kerjasama dengan
Mabes POLRI/Departemen Kehakiman/Kejaksaan Agung;

2) Peningkatan tugas-tugas pengawasan dan penyidikan, terutama
pelaksanaan dilapangan, antara lain : :

a) Latihan pelaksanaan pengawasan atau penyidikan terpadu; -

b) Penyampaian informasi antar instansi;

¢) Peningkatan keterampilan perorangan dalam suatu operasi bersama
atau dalam kegiatan rutin PPNS-WDP/Kepolisian/K ejaksaan/
Kehakiman.

b. 1)} Memberikan pengarahan agar pelaksanaan pengawasan maupun
penyidikan yang  dilalukan oieh PPNS-WDP berjalan dengan tepat
dan tuntas sesuai dengan wewenangnya masing-masing;

2) Sesuai dengan fungsinya diminta ataupun tidak diminta, unit struktural
yang membidangi pengawasan dan penyidikan di KPP Tingkat I dan
KPP Tingkat Pusat dapat mendukung vnit struktural di KPP Tingkat I
sesuai dengan kebutuhannya.

B. PELAPORAN
1. Pelaporan kegiatan pengawasan dan peavidikan
a. Dalam rangka tertib administrasi kepada petugas pengawas dan PPNS-
WDP diwajibkan membuat laporan meagenai Kegiatan yvang  akan

dilaksanakan (rencana pengawasan tahunan dan trivwulan) dan laporan(
mengenai kegiatan vang sudah dilaksanakan (laporan bulanan). -
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PPNS-WDP memberikan laporan secara lengkap kepada KPP Tingkat I/
KPPTingkat I/ KPP Tingkat Pusat bahwa penvidikan telah selesai
dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, sesuai
prosedur yang telah ditentukan.

. Penyampaian Laporan.

Unit struktural yang membidangi pengawasan dan penyidikan tindak pidana
di bidang WDP menyampaikan laporan pengawasan dan penyidikan tersebut
kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, sebagai

a.

V. PENUTUP

 berikut :

Kepala KPP Tingkat II wajib menyampaikan laporan hasil kerja kepada
Kepala KPP Tingkat I dengan tembusan ke Direktur Pendaftaran
Perusahaan.

Kepala KPP Tingkat II wajib mengkoordinir laporan dari
Kandepperindag setempat dan menyampaikan laporan tersebut ke
Direktur Pendaftaran Perusahaan.

Direktur Pendaftaran Perusahaan wajib mengkoordinir laporan
Kanwildepperindag dan menyampaikan ke Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri.

A. Demikian Petunjuk Umum ini disusun untuk menjadi pegangan dalam
melaksanakan pengawasan dan penyidikan oleh para pegawai di lingkungan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dalam penyelenggaraan
WDP.

B. Pelaksanaan lebih lanjut dari Petunjuk Umum ini diatur dalam buku Panduan

Iskpengé&pny

-
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DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R I
FORMULIR PERUBAHAMN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Badan Hukunv 3)
Badan Usaha
Kepada Yth
S
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kab/Kodya ....coovvviiiiiiiiiiii
di -

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sébagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 entang Wajib
Daftar Perusahaan :

a. Pendaftaran /) :  Baru 1 Ulang 2 D
b. Pembaharuan ke : [:D

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT i

1. Propinsi , : ED 3)| 3. Kecamatan : [:]:D 3)

2. Kabupaten / Kotamadya 2) D:' 3)| 4. Kelurahan/Desa 2) : EDD.?)

5. Nama Perusahaan/ Koperasi 2)

6. Alamat Perusahaan / Koperasi 2)

Alamatlengkap: ... Kode Pos : [._l_L_L_]_J

........................................................................... Nomor Telp/ Fax / TeleX :oooovveeeeni voviiiiiien /{

1) Lingkari kode, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia
2)  Coret yung tidak sesuai
) Diivi aleoh KPP



BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN

I. Bentuk Badan Hukum / Badan Usaha

PERSEROAN TERBATAS ( PT) ! PERSEKUTUAN FIRMA ( FA) 4 D
KOPERASI 2 PERUSAHAAN FERORANGAN (PO) 5
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) 3 BENTUK PERUSAHAAN LAIN ( BPL.) 0

2. Nama Kelompok Perusahaan / Group (apabilaada) :

b. Jika rincian 3.2 berkode 1 atau 2 (Kantor Tunggal atau Kantor Pusat), apakah merupakan anak perusahaan ? !)
Ya 1 Tidak 2

" ¢. Jikarincian 3.a bukan Kantor Tunggal atau Kantor Pusat, tuliskan nama dan alamat perusahaan yang langsung membzwahi
perusahaan ini :

1) Nama Perusahaan

...............................................................................................................

2) Alamat Perusahaan

...............................................................................................................

Nomor Telp / Fax / Telex

................................

Kabupaten / Kotamadya 2)

....................................................................................................

Propinsi

....................................................................................................

3 a0 Status Perusahaan /) - D
Kantor Tunggal I Kantor Cabang 3 ---> langsung ke rincian 3.¢
Kantor Pusat 2 Kantor Pembantu 4 ----> langsung ke rincian 3.¢
Perwakilan 5 ----> langsung ke rincian 3.c

4. Lokasi Unit Produksi (upabila adu)

.................................................................................................................

Propinsi Kab/Kodya
(17 »

5. a. Nasabah Uiama Bank : 1.

.........................................................

.........................................................

b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah : L__Ij

......................................

6. NPWP LI TTTTTITTTITITI ]
7. Bentuk Penanaman Modal /) : D ,
‘PMA 1 PMDN 2 Non Fasilitas 3 ]
{

1) Lingkari kode, dan pindahkan kode tersebut ke koak yang tersedia 2) Coret yang tidak sesuai 3) Diisi olen KPP



BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN (LANJUTAN)

Tanggal Bulan Tahun .

8. a. Tanggal Pendirian L1 L) L] 10. a. Merek Dagang (apabilaada ) @ ...
b. Tanggal Mulai Kegiatan [__lJ L | ] [_I | | | L] 1111 PP
¢. Jangka waktu berdirinya perusahaan :  ....ocveenne tahun [:D b. Pemegang Hak Paten (apabilaada) @ ...

. O , N} T ) o PR

9. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada) 1)

Jaringan Internasional 1 Waralaba Nasional 4 D ¢. Pemegang Hak Cipta (apabilaada) :.............oooooiiiiiiiin
Jaringan Nasional 2 KSO 5 NOINOE £ e1vveeeeeeeteeee et ee e e et b e e e ea e e eee e s e st e s ereeeesniaaessaaeean
Waralaba Internasional 3 Mandiri 6 ,

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN

A. AKTE PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 3) 2. Pengesahan Menteri Kehakiman / Menteri Koperasi/

Pejabat Berwenang 2)

1. Akte Pendirian

N\ ) 30003 R PP et e et
. 'I"a_ng eal Bulan Tahur
0 Ve PO L _] l I I I l I | J

Tanggal Bulan Tahun
% 3. Persetujuan Menteri Kehakiman Atas Akte Perubahan

LJ J L l I l I | I l Anggaran Dasar

Nama Notaris - oY1) SR PP pPppPe
Nama NOLATIS & ..iuiitiiiiiieei i Tanggal  Bulan Tahun
Alamat . ee ettt raaaaartee et et iaraeaaaataren (T L) L
................... 4, Pencrimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar
Telepon @ (......... ) PP NOMIOT % trns e ee e e e e e e e et e e e e et
Tanggal Bulan Tahun
) 1) bl Vi
]
“~

2)  Coret yang tidak sesuai

3)  Diisi oleh KPP S/




BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN (| LANJUTAN )

B. IJIN - IJIN YANG DIMILIKI 4)

Jenis Nomor Dikeiuarkan Tanggal Masa

I)in Oleh Dikcluarkan Laku

{n ) ) ) (5)

Tanggal Butan Tahun Tahun

1o e U 3 oo | e (| Ly L

. Tanggal Bulan Tahun Tahun

2. e U0 9] oo | e (T OO DL
C. LEGALITAS LAINNYA 4)

Jeni; Nomor Dikeluarkan Tanggal Masa

Legalitas Oleh Dikeluarkan Laku

(1) (2) (3) 4) (3)

Tanggal  Bulan Tahun Tahun

1 s oo e e oLy

Tanggal  Bulan ‘Tahun Tahun

2 e e | e oLyt

) Diisi oleh KPP

1) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengu

ditanda tangani Direkner Utama / Peranggung Jawab dan stempel perusahaan




BLOX IV. A: DATA PIMPINAN PERUSAHAAN 5|

5)

JUMLAH PIMPINAN PERUSAHAAN ( PADA KOLOM 2) :

-0, D=0 -0 =01 i

;:;:; Nams Tempat / Tanggal Lahir l Tanggal. ;

we | daln Lengkap N y Nomor Kode Mulai :
— pins Kab / Kodya Tanggal Alamat Tetap Kode Telepon Kewarga | Menduduki | |

— i Pos negaraan Jabatan

o @ - _ Kodc Kode Area | Telepon '
(3) (4) | (5) (6) 7 | (8 9 o) | (1) | _(12) (13) (14) :

5) Pimpinan Perusahaan lainnya yang datanya belum tertulis pada biok ini, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan

ditanda tangani Direki

ur Urama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

Keterangan Kolom 2 :

: Keterangan Kolom (13) ]

1. Berseroan Terbatas (PT) : 3. Persekutuan Komanditer (CV) 5. Perusahaan Perorangan (PO) : Indonesia 01 India 09 Perancis 7
- Dfrut / Dir Cabang /P Jawab 11 - Penanggung Jawab 31 - Pemilik / P Jawab 51 Malaysia 02 Arab Saudi 10 Ialia 18
. D'feﬁlur. 12 - Sekutu Aktif 32 6. Bentuk Perusahaan Lain (BPL) Singapura c3 Amerika Serikat 11 Belgia 19
- Komisaris 13 - Sekutu Pasif 33 - Dirut / Dir Cabang / P Jawab 61 Thailand 04 Kanada 12 Australia 20

g ) - Sekultu Aklif Baru 34 - Direklur 62 Cina g5 Rusia 13 Selandia Baru 21

- Koperasi_(kop) - Sekulu Pasif Baru a5 - Komisaris 63 Taiwan 06 Ingaris 14 Lainnya a8 #4
- Pengurus 21 4. Persekutuan Firma (Fa) : Korea Selatan o7 8elanda 15 i
- Pengawas 22 - Dirut / P Jawab 41 | Jepang 03 Jerman 1 <
., Sekulu 42 J




BLOK IV. A: DATA PIMPINAN PERUSAHAAN ( LANJUTAN )

Bila scbagai Pemegang Saham | Kedu
(Khusus Komisaris / Direkiur) dukan N
dalam N omor
Jumlah saham Jumlah moda! a ama Alamat Kode Telepon
yang dimiliki yang disetor perusa Perusahaan Perusahaan Pos
(lembar) (dalam rupiah) haan lain Area Telepon
(12) (13) (14) (15 (16) (a7 (i6) (17)
Kcmng an Kolom (14) : DIISI HANYA UNTU:{ DIREKTUR UTAMA / PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS KOPERAS! / PEMILIK
gprr:faﬂs “’ JENIS NOMOR" TANGGAL TANDA TANGAN
P;:m:’ 3 BUKTI DIRI *)
Lainnya 4 KTP 1
Tidakmempunyai T paenae 9 | e [ e
kedudukan § ----> langsung ke Blok IV.B Paspor 2 /lf
Z.

*) Lampirkan dokumen
N



BLOK IV. B: DATA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN s

( KHUSUS PT/CV )

JUMLAH PEMEGANG SAHAM ( Selain yang menjabat sebagai Komisaris dan Direktur / Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif ) - [:D

N Nam’a _ Nomor Kade Jumlah saham Jumlah modal
() Lengkap Alamat Tetap Kode Telepon Kewarga yang dimiliki yangdisetor
Pos negaraan (lembar) (dalam rupiah)
Area| Telepon
{n (2) (3) (4) (5) (6) 7 (8) 9

5) Pemegang saham lain yang datanya belum iertulis pada Blok ini, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utainc !/ Penanggung sawab dan Stempel Perusahuan

Keterangan Kolom (7) Clusus wniuk petuoas komputer :
Indonesia 01 Korea Selatan 07 Rusia 13 Belgia 19
Malaysia 02 Jepang 08 Inggris 14 Auslralia 20 Kode pemegang saham ------ > 01
Singapura 03 India 09 Belanda 15 Selandia Bary 21
Thailand 04 Arab Saudi 10 Jerman 16 Lainnya 93
Cina 05 Amerika Serikat 11 Perancis 17
Taiwan 06 Kanada 12 takia 18



BLOK V: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha
1. Kegiatan Usaha Pokok : ...

KLUI 3)

4. Komoditi / Produk Lain 4

a.

...................................................o.....................

.................................‘..........-........-.-..-......................................................................

L

R I A S

2. Kegiatan Usaha Lain ¢) :
oo [(TTTT]
e e (ITTT]
oot LT T 1]
e LT 1T
e e EENER
. Kode Komoditi  3)

3. Komoditi/ Produk Utama L L LTy TR

B. Omset penjualan perusahaan ini per tahun
(apabila sudah berkegiatan)

(dalem rupiain) @ Rp ..o

( Terbilang :

3) Diisi oleh KPP

4)  Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar dimlis pada lampiran tersendivi dengan ditanda tangani Direktur Utama / Pe:an ggung Jawab dan stempel perusahaan




BLOK V: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN ( LANJUTAN)

C. Modal dan Salam (dalam rupial)

KHUSUS PT/CV/FA/PO/! BPL

Jenis Modal dan Saham

Perseroan
Terbatas ( PT)

_ Persekutuan
Komanditer (CV )

Persekutuan
Firma (FA)

Perusahaan Bentuk
Perorangan (PO) Perusaha lain ( BPL)

m

(2)

)

)

(5) (6)

-—

Modal Dasar

Modal Ditempatkan

Modal Disctor

Banyaknya Saham (lembar)

Nilai Nominal per Saham

..............................

..............................

Modal Disetor Sekutu Aktif
Modal Disetor Sekutu Pasif

Modal Persekutuan

© ® N O 0 s W N

Modal Perusahaan

.........................

.........................

.........................

..........................

..........................

--------------------------

...........................

............................

........................

KHUSUS KOPERASI

Jenis Modal

Jenis Modal

)

(O]

1. Modal Sendiri :
a. Simpanan Pokok
b. Simpanan Wajib
c. Dana Cadangan
d. Hibah

...................................................

...................................................

...................................................

....................................................

2. Modal Pinjaman :
a. Anggota
b. Koperasi Lain
c. Bank
d. Lainnya




BLOK V: DATA KEGIATAN PERUSAHAAN ( LANJUTAN )

BLOK VI : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

| D. Total Aset (dalam rupialt) : Rp. .....cocoooooiiiimiiisaiiess e KHUSUS PT |
(perusahaan baru / koperasi baru tidak wajib mengisi) 4. Jenis Perusahaan 1) : D
E. Jumlah karyawan pada perusahzan ini : Swasta 1 [
i Y e Isi chsus PT Torbuk
I WNI o orang D]:D lS)wasta Terbuka / Go Public ; > Isi lembar khusus PT Terbika
ersero
2 WNA orang HEEE Perscro Terbuka / Go Public 4 ----> si lembar khusus PT Terbuka
Jumlah orang Perusda >
EI:D:I Perusda Terbuka / Go Public 6 ----> Isi lembar khusus PT Terbuka
F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha 1) : 3
(Hanya diisi untuk sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, D:‘:I 3) KHUSUS KOPERASI
Industri Pengolahan dan Perdagangan) D
Prod ' | Sub Distrib 6 1. Kategori Koperasi 1) :
odu tribut
oonsen : 4 astaer KUD 1 Non KUD 2
Eksportir 2 Agen 32 D
. 2. Bentuk Koperasi 1)
Importir 4 Pengecer 64 _ Sekund )
Distributor/Wholesaler/Grosir 8 Primer 1 ckunder 2
o o 3. Jenis Koperasi 1) (]
1. Jika Rincian F kode 1 dilingkari (Produsen), untuk perusahaan yang ) ,
menggunakan mesin Kredit 1 Serba Usaha 4
a. Kapasitas terpasang @ ................... Satuan:.................. Dj 3) Konsumsi 2 Lainnya >
. . Produksi 3 (ovinn. e )
b. Kapasitas produksi OISR Satuan:................. D:)ﬂ
per tahun . 4. Jumlah Anggota :............... orang / Koperasi ED:]:]
¢. Kandungan komponen produk
Lokal ... % Impor ... % KXHUSUS BENTUK PERUSAHAAN LAIN
2. Jika Rincian F kode 64 dilingkari ( Pengecer ) jenis usaha 1) : 5. Jenis Perusahaan 1) : D
Swalayan / Supermarket ] Toko / Kios 3 [:I Perum l
Toserba / Departmen Store 2 Lainnya 4 Perusahaan Daerah 2
(e, ) Lainnya 3
— v
1) Lingkari kode-kode vang sesuai, dan pindalikan kode tersebut ke kotak yang tersedia. 3) Diisi oleh KPP Y




BLOK VII: KATEGORI. PERUSAHAAN
[ Kantor Tunggal tidak perlu mengisi]

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat / Induk, Agar disebutkan setiap Kantor Cabang / Kantor Pembantu /

Perwakilan ¢)

»

Kode
No. [ Nama Perusahaan Alamat Perusahaan | Kode | Nomor Telepon Propinsi Kab / Kodya status | Jenis Kegiatan | KL UI
Pos perusa Usaha 3)
Area | Telepon Kode Kode | haan
() (2) (3) (4) (5) (6 Q) ¢ €) (19 amn (12) (13)
) Diisi oleh KPP
Keterangan Kolom (I1) :
Kantor Cabang 01 Perwakilan 03
Kantor Pembantu 0z Anak Perusahaan 04

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampioran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

BLOK VIII : PENGESAHAN

1.

“Demikian formulir pendaltaran perusahaan imi diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangar tersebut ternyata tidak benar, maka kami

Cap / Stempel Perusahaan

Tembusan
Dirjen PDN /KKPP Tingkat Pusat
2. Kakanwil Depperindag
3. Pecrusahaan yang bersangkutan

.......................................

/ KKPP Daiil

bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

................................. R R A R T

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

Dirut / Penanggung jawab 2)

Materai

....................................................

....................................................

2) Coret yang ndak sesuat




-5

LAMPIRAN BLOK VII

DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN JENIS KEGIATAN USAHA
KANTOR CABANG / KANTOR PEMBANTU/PERWAKILAN / ANAK PERUSAHAAN
( APABILA PENGISIAN FORMULIR DILAKUKAN KANTOR PUSAT / INDUK )

Propinsi PP D:] 3)

Kabupaten / Kotamadya 1. e E]] 3)

Nama Perusahaan Kantor Pusat/ Induk

...................................................................................................

Kode
No. | Nama Perusahaan Alamat Perusahaan | Kode | Nomor Telepon Propinsi Kab / Kodya status | Jenis Kegiatan | KLUI .
Pos perusa Usaha 3)
Arca | Telepon Kode Kode | haan
(n (2) (3) (4) (3) (6) M (8) 9 (10) (11) (12) (13)
4 /
/
. / d
3) Diisi oleh KPP 7

. |Keterangan Kolom (11) :
Kantor Cabang 01 Perwakilan 03



Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

N M
Tongoa . 12/I’HE’P/Kez/ }é / 998

NO :

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR § TAHUN 1998 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP BERLAKU S/D TANGGAL

GEN ENDAFTARAN
NOMOR, TANGGAL :

NAMA PERUSAHAAN :

STATUS :

ALAMAT :

NOMOR TELEPON: FAX :

PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS :

KEGIATAN USAHA POKOK :
[KLUI: 1

PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMANI
NOMOR : TANGGAL :

PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
NOMOR : TANGGAL :

PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR :
NOMOR : TJANGGAL :

SELAKU KEPALA KANTUR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI 1

KETERANGAN:

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat



Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1 998
Tanggal : Jamari 1998

NO :

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KOPERASI

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAN

NOMOR TDP BERLAKU S/D TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :

STATUS :

ALAMAT :

NOMOR TELEPON: FAX :

PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS :

KEGIATAN USAHA POKOK :

[«LUlL: ]

PENGESAHAN MENTERI KOPERASI

NOMOR : . TANGGAL :

SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI It
(o )
NIP

KETERANGAN:
- Asii : Yang bersangkutan

- Lembar 1 : KPP setempat




Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdaga

ngan
Nomor 112 ;Eep/1/1 998
Tengsdl 46 Jamari 1998

NO:

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAN

NOMOR TDP

BERLAKU S/D TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :

STATUS :

ALAMAT :

NOMOR TELEPON:

FAX :

PENGURUS UTAMA/ PENGURUS CABANG :

KEGIATAN USAHA POKOK :

[KLUL: ]
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAA!
DATI It
(o )
NIP
KETERANGAN:
- Asli . : Yang bersangkutan

- Lembar 1 : KPP setempat




Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan

Per;agangan

Nomor :

. 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggai : 15 J. i 1998

NO:

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN FIRMA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TANUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSANAN

NOMOR TOP

BERLAKU S/D TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :

STATUS :

ALAMAT :

NOMOR TELEPON:

FAX :

PENGURUS UTAMA/ PENGURUS CABANG :

KEGIATAN USAHA POKOK :

[KLUI: ]
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI It
(oo e, )
NipP
KETERANGAN:
- Asli : Yang bersangkutan

- Lembar 1 : KPP setempat




Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan
Nomor | 2/a MPPﬁ(ep/ 1/1998
Tanggal : 16 J\q.ém.?ri 1998

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN PERORANGAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAN

NOMOR TDP BERLAKU S/D TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :

STATUS :

ALAMAT :

NOMOR TELEPON : FAX :

PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK

KEGIATAN USAHA POKOK : -

[KLUL: ] -
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI 1l
(e )
NIP
KETERANGAN:
- Asli : Yang bersangkutan

- Lembar 1 : KPP setempat




-’Ii(

Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal * 16 Jamuari 1998

NO ;

REPUBLIK INDONESIA :

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN‘

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
BENTUK PERUSAHAAN LAIN

BERDASARKAN UNDANC-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAN

NOMOR TDP BERLAKU S/D TANGGAL
NAMA PERUSAHAAN :
STATUS :
ALAMAT :
NOMOR TELEPON: FAX :

PENANGGUNG JAWAB / DIRUT :

KEGIATAN USAHA POKCK :

[KLUI: ]
SELAKY KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI i
(oo )
NIP
KETERANGAN:
- Asli : Yang bersangkutan

- Lembar 1 . KPP setempat



Lampiran V : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomer : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal :16 Jamari 1998

Nomor L e, , 1997
Lampiran
Perihal : Penolakan Pendaftaran Kepada Yth.

Perusahaan

di -
Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ........... tanggal
................ perihai permintaan pendaftaran perusahaan atas nama
perusahaan ..................... , dengan ini kami bernitahukan bahwa

pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan atau
dokumen yang belum lengkap x). Hal-hal yang mendasari penolakan
pendaftaran perusahaan Saudara adalah sebagai berikut : -

Schubungan dengan hal tersebut, Saudara wajib melakukan
pendaftaran ulang/pembetulan  x) paling lambat 12 (dua belas) hari
kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini. :

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala KPP Tingkat II
Kabupaten/Kodya

Tembusan :
1. Kepala KPP Pusat
2. Kepala KPP Tingkat I



